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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAII{PUNG

PERATURAN GT'BERNUR L/IMPI'NG
NOUOR 16 TAHTIN 2023

TENTAI{G 
-

KODE KLASIHI(ASI ARSIP

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

l. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undalg Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatarr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tal.un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

bahwa berdasarkal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat
(3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan dalam
rangka mendukung Implementasi Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kode Klasilikasi Arsip;



Memperhatikan

Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 2Ol4 Nomor 292, Tall:bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentar:g Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentatg
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahwn 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
969). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahlurr 2O2l Nomor 4,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
532l,;

Surat Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Lampung Nomor: OOO.S.Ll679 lY.I8l2O23 tanggal
23 Mei 2023 }:al Tanggapan Terhadap Surat dari Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
tentalg Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kode
Klasifikasi Arsip;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GT'BERNUR TENTAI{G KODE KLASIFIKASI
ARSIP.

BAB I
KETENTUAIY T'MIIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
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2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelengg€rrazrn urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorang.rn
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil
pelalsanaan fungsi dan tugas instansi/PD menjadi beberapa kategori unit
informasi kearsipan.

5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi
yang digunakan untuk membantu men1rusun tata letak identitas arsip.

6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan arsip dinamis.

7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. sebagai pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptalal

keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip
dinamis;

b. mewujudkan Kode Klasilikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi
kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis
elektronik;

c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Pemerintah
Daerah ; dan

d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB II
KODE I(LASIFII(ASI ARSIP

Pasal 3

(1) Klasilikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndErng-undangan.

(2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun berdasarkan tugas
dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang
dilakukan PD.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
kegiatan pelaksalaan tugas dan fungsi kegiatan pokok pencipta arsip yang
membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

(5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasffikasi Arsip berupa angka.

(6) Kode Klasilikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai
dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penJrusutan, dan penemuan
kembali arsip.
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(7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi l.ampung.

BAB III
XSIENTUAN PEIYUTT'P

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4
Talrun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

ARINAL DWNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 6 - 7 - 2023

SEKR"ETARIS DAERAII PROVINSI LAMPUNG,

BERITA DAERAH PROVINSI LAM G TAHUN 2023 NOMOR 16

ai aslinya
HUKUM

MH.
Pe

1

UtaEe Muda

ttd

ttd

NIP 199103 I OO4

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 6 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

FAHRIZAL DARMINTO
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(7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifrkasi Arsip bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB III
KETENTUAN PEIITUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4
Tahun 2022 lentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - Ju11 - 2023

GUBERITUR LIIUPUNG,

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - Juli 2023

SEKR"ETARIS SI LAMPUNG,

DARMINTO

BERITA DAERAII PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR...I 6



I.AMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR I,AMPUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANOGAL |6- 7 - 2023

(Xx) T'UUU
qx).1

KLASIFIKASI ARSIP DI LIITGKUI{GAN PEMERINTAH PROVINSI LA.}IPUIiIG

XETATAUSAIIAAIT DAr XERITUAETAIICIGAAT
OOO.1.1 Telekomunikasi
000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

OOO.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
OOO.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
OOO.1.2.3 PerjalananDinasPegawai

000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
0O0.1.3-1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
000- 1.3.3 Perjalaaan Dinas Pegawai

000.1.4 Penggunaan Pasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat,
Gedung, Kendaraan, ltrisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)

000.1.5
000.1.6
000.1.7

o00.1.11
000.1.12

oo0. 1.8

000.1.9

000.1.10

Rapat pimpinan (antara [ain: Notula/Risalah Rapat)
Penyediaaq Konsumsi
Pengurusan Kendaraan Dinas
OOO.1.7.1 Pengurusansurat-suratkendaraandinas
OOO .L .7 .2 Pemeliharaan dan perbaikan
O0O.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000.1.8.1 Pertamanan/Landscape
OOO.1.8.2 Penghijauan
OO0.1.8.3 PerbaikanGedung
O00.1.8.4 PerbaikanPeralatanKantor
OOO.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
O00.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
000-1.9-1 Perbaikan/Pemeliharaan
000.1.9.2 Pemasangan

Ketertiban dan Keamanan
OOO.1.1O.1 Pengamanan, Penjagaan, darr Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor

dan Rumah Dinas

OOO.1.1O.2 Laporan Ketertibal dan Keamanan
Administrasi Pengelolaan Parkir
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, PetuSas Kebersihan dan Pegawai lainnya

ooo.2 PERLETGTAPAIT
000.2.1 InventarisasidanPenyimpanan

OOO.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

OOO.2-1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

OOO.2.2 Pemeliharaanperalatankantor
OOO.2.2-1 Data hasil pemeliharaan kantor
OOO.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

000.2.3 DisEibusi
O0O.2.3.1 Barang habis pakai
OOO.2.3.2 Barang milik daerah

OOO.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita
Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, LaPoran
Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang
penghapusan)

000.2-5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

ooo.3 PETGN'AAIT
OOO.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: IdentiEkasi dan analisis kebutuhan

barang/jasa, pen3rusunan dan penetaPan rencana penganggaran pengadaan,
penetap€n kebijakan umum, penJrusunan kerangka Acuan Kerja (l(AK), Pengumuman
Rencana Umum Fengadaan)



ooo.3.2

oo0.3.3

Pengadaan Langsung (altara lain: persiapan pemi.lihal penyedia, pelaksa-naa-n
pemilihan penyedia, penardatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

Pengadaan Tidak t angsung /l*lar:g (antara lain: persiapan pemilihan penyedia,
pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
Koleksi Pustaka
OOO.4.3.1 Pembelian
O0O.4.3.2 Hibah
OO0.4.3.3 Hadiah
ooo.4.3.4 Tukar Menukar
OOO.4.3.5 ImplementasiUndang-UndangKCKR
000-4.3-6 Terbitan Internal
000.4.3.7 Pendistribusianbahanpustakasurplus
000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
Pengotralan Bahan Pustaka
Pangkalan Data lktalog Koleksi
Layanan Perpu stakaan
000.4.6.1 Keanggotaan
000.4.6.2 Peminjaman
000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
Kerjasama Perpustakaan
000.4.7. 1 MoU
OOO.4.7.2 Perjanjiankerjasama
000.4.7.3 Partisipasiorganisasi profesi dan kerjasamainternasional

Pengembangan Implementasi Telmologi Informasi Perpustakaan
000.4.8.1 Pengembanga[ situs web
O0O.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
000.4.8.3 Pengembanganprogramaplikasi perpustakaan
OO0.4.8.4 Pengembanganpangkalaldatakepustakaandigital
Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
Konservasi
000.4.10.1 PerawatanBahanPerpustakaan
000.4.10.2 PerbaikanBahanPerpustakean
000.4.1O.3 PenjilidanBahanPerpustakaan
Reprogra-fi (Milrrofilm, Reproduksi Foto)

Ttansformasi Digital
Kurasi Digital
Pengembangan Perpustalaan

000.4-14.1 PerpustakaanUmum
OOO.4.14.2 Perpustakaan Ktrusus
OO0.4.14.3 PerpustakaanSekolah
0OO.4.14.4 Perpu stakaan Pergurua.n Tinggi

000.3.4

ooo.3.5

Swakelola (antara lain: perenc.rnaan, pelaksanaan dan evaluasi)

Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sisteEr
informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan
Barang/jasa)

000.3.6 Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, l,aporan hasil evaluasi)

PERPUBTAXAAIT
000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

OOO-4-2 Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
OOO.4.2.2 Pangkalar Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
000.4.2.3 TerbitanlnternasionaldanRegional
OOO.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ooo.4

000.4.3

000.4.4
ooo.4.5
000.4.6

000.4.7

000.4.8

000.4.9
000.4.10

000.4.11
000.4.12
000.4.13
000.4.14

OOO.5 IIEARSIPATT

OOO.5.1 Kebijakan di bidang keatsiparr yang ditakukan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain;

Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)

000.5.2
Formasi Jabatal



000.5.3

000.5.4

000.5.5

000.s.6

000.5.7

OOO.5.2.2 BimbinganKonsultasiArsiparis
O0O.5.2.3 Penilaian Arsiparis
000.5.2-4 Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan

Pemilihan Arsiparis Teladan, B€rkas Penetapan Arsiparis Teladan)
ooo.5.2.5 Data Base Arsiparis
000.5.2.6 BimbinganKonsultasiKearsipan
OOO.5.2-7 Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi,

Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, l,aporan Hasil Supervisi dan
Evaluasi)

O0O.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi darr Supervisi
OOO.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipa!, Fasilitasi

Prasarana dan Sa-rana Kearsipan)

OOO.5.2.10 kmbaga/Unit Kearsipart Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan
Pemilihan t€mbaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan
Lembaga/ Unit Kearsipan Teladan)

O0O.5-2.11 Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA,
Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)

Pengelolaan Arsip Dinamis
OOO.5.3.1 Penciptaan (antara tain: Buku Registrasi Naskatr Masuk dan Keluar,

Buku Agenda, Kartu Kendali, Irmbar Pengantar/Buku Ekspedisi)

O0O.5.3.2 Pemberkasaa Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi
Berkas)

000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inalcif, Daftar Arsip
Inalrtif Tematikl

O0O.5.3.4 Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkal Sistem
Klasifrkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman
Arsip)

000-5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuh.ian Autentisitas,
Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip
Dinamis)

Program Arsip Vital (antara lain: Identilikasi Arsip Vital, Perlindungan dan
Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip vital, dan Pemulihan Arsip Vital)

Pengelolaan ksip Tedaga (arltara tain: Daltar ldentilkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas
Arsip Terjaga, Da-ftar Isi Berkas Arsip Tedaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip
Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita
Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)

Penyusutan Arsip
000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip

yang dipindahkan)

o00.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip,
Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI
untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10
Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta
Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun,
Penetapan &sip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip,
Daftar arsip Yang Dimusnahkan)

o00.5.6.3 Penyerahan A$ip Statis (antara lain: Pembentuka! panitia penilai,
Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat
persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan
autentjk, terpercaya, utuh, dan digunakar dari pencipta arsip,
Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip,
Daftar Arsip yang diserahkan)

Alih Media Arsip (antara lain; Kebiiakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar
Arsip yang alih medialan)

Data Bas€ Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.8.1 Data Base Pengelol,aan Arsip Aktif
000.5-8.2 Data Base Pengelolaan Arsip InalGif
Pengelolaan Arsip Statisooo.5.9

000.5.8



ooo.5.9.2

000.5.9.3

000.5.9.1

ooo.5.9.4

o00.5.9.5

000.5.9.6

Akuisisi (antara tain: Monitoring Iisik dan daftar, Verifikasi terhadap
daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk
Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara
Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
Penghargaan dan Imbalan

Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara
Wawarlcara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara
(lhset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip)
Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi
daftar pencarian arsip statis)

Menyrrsun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis,
irwentaris arsip statis, guide

Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendaliafl hama
terpadu, reproduksi (alih mertie)

Preservasi Kuratif000.5.9.7

000.5.9.8

000.5.10

000.5. 11

000.5.12
000.5.13
000.5. 14

000.5.15

Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas,
Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)

O0O-5,9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: layanan a-rsip, Penerbitan naskah
sumber)

Jasa Kearsipal (arltara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip,
otomasi kearsipafl, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

Pengelolaan SIKN dan JIKN
Pelindungan dan penyelamatan a.rsip akibat bencana
Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
Penerbitan izin p€nggunaan arsip yang bersifat tertutup
Pengawasan Kearsipan
OOO.5.15.1 Pengawasan Kearsipanlnternal
000.5.15.2 Pengawasan KearsipanEksternal
OOO.5.15.3 Sanksi

ooo.7

PERSAITDIAT
000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daeratr

0,00.6.2 Pengamaaanpersandian
000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan lripto
000.6.2.3 Materiil sandi; sisteEx dan peralatan

000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralat€n Sandi, Komunikasi Sandi

000.6.3.1 PerencanaanPengkajian
000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
000.6.3.3 Pelaksalaan
000.6,3.4 Pelaporan

000.6.4 PembinaandanPengendalianPersandian
000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

000.6.4.2 Jaring Komunikasi
000.6-5 LayansnSertifikasiElektronik

000.6.5.1 PerencanaandanAdministrasi
000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
000.6.5.3 PelaksanaanPerjanjianKerjasama
000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
000.6.5.5 PelaksanaanBimbinganTelmisPengguna
000.6.5.6 PelaksanaanPenerbitanSertifikatElektronik
000.6.5.7 Peliaporan

PENEIICAITAAIT PEIBAf,GT'ITA.IT
000.7-1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang

000.7.1.1 MusrenbangProvinsi
OOO.7.L.2 MusrenbangNasional
000.7.1.3 MusrenbangKab/Kota
000-7.1.4 MusrenbangKecamatan
OOO.7.1.5 MusrenbangKelurahan
000.7.1.6 MusrenbangDesa

OOO.7.2 PerencanaanPembangunganDaerah
OOO-7.2-l Rencana Pembangunan Jangka Panjang
OOO.7 .2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
OOO.7 -2.3 Rencana Anggaran Daerah
OOO.7.2.4 RencanaPembangunanTahunan

(x)o.6



ooo.9

000.7.3
000.7.4
ooo.7.5

ooo.7.6

000.9.4
oo0.9.5

ooo.7 .7

ORGAITISASI DAII TATA f,,AB:8ATA
000.8.1 Strul(hrr Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

000-8.1-1 Pembentukan
OOO.8. f .2 Pengubahan
O0O.8.1.3 Pembuba.ran

OO0.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
000.8-2.1 AnalisaJabatan
OOO.8.2.2 Analisa Beban Kerja

OOO.8.3 Ketatalaksanaan
000.8.3.1 ProsesBisnis
000.8-3.2 StandarPelayanan
OOO.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4 PelayananPublik

000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
0OO.8.5 Eva.luasi Kelembagaan
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

000.8.6.1 Budaya Keda
000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PEIIELITIAIT, PEICGKA'IAT, DA'r PEIIGEUBATGAIT
000.9.1 Kebliakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah

000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembaigan (antara lain: Rencana Kerja, A.lyninistrasi
Penelitian, Pelalsanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan,
Rekomendasi)

OOO.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan

Bimbingan telrris penelitian, pengkajian dan pengembangan
Forum komunikasi penelitjan, pengembangan dan penerapal ilmu pengeGhuan dan
teknologi

Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilou pengetahuan
dan teknolo8i

000.9.6.1 Data
000.9.6.2 Statistik
000.9.6.3 JurnalHasi.lPenelitian/Pengkajian
Master proceeding/jurnal penelitian, pengembaagan dan penerapan ilmu pengetahuan
dal teknologi

Hak atas Kekayaan Intelekhral (HaKIl

Evaluasi Pel,aksanaan Kebij akan
Seminar, Iokakarya, Temukarya, Workshop

000.9.6

000.9.7

000.9.8
000.9.9
000.9.10

(x)o.8

o0o-7.2-s Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
OOO.7 .2.6 Program kerja tahunan
ooo-7 .2-7 Penetapan / Kontrak Kinerja
ooo.7.2.8 LaporanBerkala
OoO.7.2.9 laporanlnsidential
OOO.7.2.|O EvaluasiProgram
Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaErn Pembangunan
Konsultasi Perencanaan Pembangunan
Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembalgunal

Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
OOO.7 -6.2 Rapat pembahasan rancalgaa awal dengan Perangkat Daerah
000.7.6.3 SosisalisasidenganPerangkatDaerah
000.7-6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah
Perencanaan Pendanaan Pembangunan
OOO.7.7.\ Pendanaan Nasional dan Hibah
OOO.7 .7 .2 Pendanaan Daerah
000.7.7.3 KerjasamaPembangunanNasiona.l
OOO-7.7 -4 Surat Berharga Syariah Negara

000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru



too PUERITTAEAII
Iq,.l OTO.IIOUI DAERAII

1OO.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

1OO.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring
dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istiaewa
dart Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar l€mbaga (Fasilitasi,
Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100-1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebiiakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala
Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintaha-n

1OO.1.4.4 Hubungan Antar kmbaga Daerah (Pemerintah Daerah dall DPRDI

1OO.1-4.5 AssosiasiDaerah
1O0.1.5 Otonomi Khusus dan Daerah lstimewa
100.1-6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan

Evaluasi )

10O.1.6.1 KinerjaPenyelenggaraalPemerintahanDaerah
100.1.6.2 KemampuanPenyelenggaraanOtonomiDaerah
1OO.1.6.3 PengembanganKapasitasDaerah

1OO.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

too.2 PEUERIITTASAIi UUUU
100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

lOO-2.2 DekonsentrasidanKerjasama
lOO.2-2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring

dan Evaluasi Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan

1OO.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring
dan Evaluasi Thgas Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah

1OO.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, scrta Monitoring
dan Evaluasi Kerjasama Daerah

L0O.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
100.2.2.5 PasilitasiPelayananUmum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
100.2.3.1 Toponini dan Data Wilayah
1OO.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negaja
100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
IOO-2-3.4 Penataan Batas wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayal Antar

Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar
Kecamatan

100-2.3.5 PemeliharaanBatasWilayai
rOO.3 III'I(UM

100.3.1

100.3.3

100.3.4

Program kgislasi
1OO.3.1.1 Bahan/MateriProgramLegislasiDaerah
100.3.1.2 Programlegislasi
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah,
termasuk naskah akademik, rancangan awal saopai dengan rancangan a}hir dan
teleah hukum sampai diundangkan)

Keputusan/ Ketetapan Pimpinal Pemerintah
100.3.3.1 Keputusart/KetetapanGubernur
100.3.3.2 Keputusan/ Ketetapan Bupati
100.3.3.3 Keputusan/KetetapanWalikota
100.3.3.4 KeputusanSekretarisDaerahProvinsi
100.3.3.5 KeputusanSelretarisDaerahKabupaten
100.3.3-6 Keputusan Sekretaris Daeral Kota
Instruksi/ Surat Eda.ran

100-3-4.1 Instruksi/SuratEdaranProvinsi
1OO.3.4.2 Instrul<si/ Surat Edaran Kabupaten
100.3.4.3 Instnrlsi/SuratE<laranKota
100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
Surat Perintsh
f 00.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
100.3.5.2 Surat Perintah Bupa.ti

1OO.3.5.3 Surat Perintah Walikota
100.3.5.4 Surat Perintah S€tingkat Eselon U

100.3.5

100.3.2



100.3.6
100.3.7

Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
Nota Kesepalatan/Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjaljian Kerja
Sama
100.3.7.1 Dalam Negeri
1OO.3.7.2 Luar Negeri
Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)

Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberiar Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum
(Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)

Kasus/ Sengketa Hukum
100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidarta, baik kejahatan maupun pelanggaran

100.3.11-2 PerdataKasus/sengketaperdata
100.3.11.3 Tata Usaha Negara

100-3.11-4 Perburuhan
100.3.11.5 Arbitrase
100-3.11.6 SengketaAdat
Perijinan
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
100.3.13.1 Hak Cipta
100.3,13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Industri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
Permohonan HaKI yang ditolak

Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan
2OO.l.2-7 KetahananldeologiNegara
2OO.1.2.2 WawasanKebangsaan
2OO.l.2-3 Bela Negara
2OO.l.2-4 Nilai Nilai Seja.rah Kebangsaan
2OO.1.2.5 PembaurandanKewarganegaraan
Kewaspadaan Nasional
200. 1.3. 1 Fasilitasi dan Eva.luasi Kewaspadaal Dini dan Kerjasama

Keamanafr
lntelijen

2OO.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyaral<at Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan
Masyarakat Perbatasan

200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konllik Pemerintahan

200.1.3.4 Pasilitasi dan Laporan Penangana.n Konllik Sosial
20O.1-3.5 Pasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
2OO.l.4.l KetahananSeni
2OO.1.4.2 KetahananBudaya
200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
2OO.1.4.4 OrganisasiKemasyarakatan
200.1.4.5 MasalalSosialKemasyarakatan
200.1.4.6 Fasilitasi
2OO-1.4.7 PelaksanaanldentifikasidalKompilasiOrganisasiMasyarakat
200.1.4.8 l,apora! Hasil Kerjasama Kegiata! Dengan Ormas/LNL
2OO-1.4.9 Evaluasi AlrtiEtas Ormas : Sanksi Administrasi
200.1.4.10 FasilitasiSengketaOrmas
2OO. 1.4. 1 1 Fasilitasi Ormas
Politik Dalsm Negeri
200.1.5.1 ImplementasiKebijakanPolitik
200.1.5.2 FasilitasiKelembagaanPolitikPemerintahan
200.1.5.3 FasilitasiKelembagaanPartaiPolitik
200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
200. 1-5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6 PemerintahDaerah
200-l-5-7 Database Parpol
2OO.1.5.8 PendidikanBudayaPolitik

100.3.9

100.3. 10

100.3.8

100.3.1 1

100.3.14

200.r.2

200. 1.3

100.3. 12

100.3.13

zx, PoLmr
2,6.1 I(ISATUAIT BATGSA DAI| BOLITIT

200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Pottik yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

200.1.5

200.t.4



2OO.2 PEUILU

200.2.t
200.2.2

200.1.6

200.2.3

200.2.4

200.2.5

200.2.6

200.2.7

200.2.4

200.1.5.9 PemilihanUmum
Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2 Ketahanarr Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
2OO.1.6.3 PerilakuPerekonomianMasyarakat
200.1.6.4 Ketahanal kmbaga Sosial Ekonomi

Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Pemutakhiran dan Penjrusunal Daftar Pemilih
2OO-2-2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
2OO.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DtlS)

2OO-2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
2OO.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar PeEilih Tetap (DPT)

2OO.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPI)
Pendaftaran dan Veritrkasi Peserta Pemilu
2OO.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
2OO.2.3.2 Dokumen hasil verilikasi administrasi dan fal<tual partai politik

2OO.2.3.3 Dokumen pendaftaral peserta Pemilu dari Calon Perseorangan

2OO.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi admirristrasi dan faKtual
Penetapan Peserta Pemilu
2OO.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
2OO.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi

Anggota DPR

2OO-2-4-3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi
Anggota DPR

2OO.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi
Arlggota DPRD Kabupaten/ Kota

2OO.2.4.5 Peta Daeralt Pemilihan
Pencalonan Pemilu
2OO.2.3.1 Petunjukteknispencalonan
2OO.2.5.2 Suratpencalonanpendaftaran
200.2.5.3 Daftar bakal calon
2OO.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing balal calon
200.2.5.5 Dokumenverifikasiadministrasi
200.2.5.6 Dafter Calon Sementara dan Calon Tetap
Kampanye Pemilu
200-2-6-l Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampalye
200.2.6.2 Namajurukampanye/pelaksanakampanye
200.2.6.3 Peringatantertulis/penghentiankegiatankampanye
Dana Kampanye
2OO.2.7 .l Pedoman audit dana kampanye
2OO,2.7 .2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
2OO.2.7 .3 Laporan hasil audit dana kampanye
Pemungutan dan Penghitungan Suara
2OO.2-8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara

2OO.2.8.2 Master surat suara
2OO.2.4.3 Surat suara yang terpakai
2OO.2.A.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusek, salah, dan tidak digunakan)

2OO.2-A.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
Penetapan Hasil Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1 Surat-suratmengenai Perselisihan Hasil Pemilu
2OO.2.1O.2 Jawaban dan kesimpulan terrrohon
2OO.2.1O.3 Salinan Putusan lembaga peradiLan

Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

200.2.9
200.2.to

2o0.2.t1

rEAUAITAI{ DAf, XETERrIBAIT
3q).I SATUAIT PIOLIAI PAIOITG PRA"'A

300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300-1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
3OO.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

3OO.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4 PerlindunganMasyarakat

30()



Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

3OO.2 PENAITG'GULANG,AN BENCAITA, PENCARIAJT, DAN PERTOLOITGIIIT
300-2- 1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencara yang dilakukal oleh Pemerintair Daerah

300.1.5
300.1.6

300.2.2 Perencalaan Penalggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
3OO .2 .2 .l Rencana dan standardisasi dan prengawakan dan perbekalan

3OO.2.2.2 Kurikuluur dan silabus, eva-luasi dal monitoring
3OO.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan

pertolongan

3OO.2.2.4 Permasyarakata. penc.rrian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan
pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraal operasi SAR, Siaga
dan latiharr, teExpat Latjhan

300.2.2.6 Registrasi BEACON
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Potensi Pencarian dan Pertolongan
Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatal
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
3OO-2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dar Pertolongan (Sosialisasi dan
Penyuluhan)

300.2.5.5 SertifrkasiPencarianda.rrPertolongan
Operasi Pencarian dan Pertolongan
Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
Operasi Komunikasi
300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)

300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)

300.2.8.3 Registasi BEACON
Inventarisasi dan Pemeliharaan
Pengembangar Sisl"em Informasi
Penyajian dan tayanan Informasi
Pelapooran dan Evaluasi
3OO.2-72.1 LaporanHarian
3OO.2.12.2 LaporanBulalan
3OO.2.12.3 LaporanTahulan
3OO .2 .L2 .4 Evaluasi

300.2.3
300.2.4
300.2.5

300.2.6
300.2.7
300.2.8

300.2.9
300.2.10
300.2.11
300.2.12

400 r:ESB'AITTERAAIT RAITCAT
4OO.1 PEMBAITGIIITAIT DAERAS TERTTIIGGIII,

4OO.1.1 Kebljakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilai<ukan oleh Pemerintah
Daerah

4OO.l.2 Pembangunan Sumber Daya
40O. 1.2. 1 Pasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya

4OO.I.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
4OO.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya

4OO.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
40O.1.2.6 Koordinasipelaksanaankebijakalpengembalgansumberdaya

4OO.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
z+O0.1.3 Peningkataninfrastrukut

400.1.3.1 FasilitasiTransportasi peningkatan infrastrulrtur
400.1.3.2 Fasilitasi Informasi daII Telekomunikasi dalam peningkatan

infrastrulitur
400-1.3.3 FasilitasiSosialdalampeningkataninfrastruktrr
40O.1.3.4 Fasilitasi Ekonomidalarr peningkataninfrastruktur
40O.1.3.5 Fasilitasienergidalampeningkataninfrastmkfur
400.1.3.6 Koordinasipelalsanaankebliakaa peningkataninfrastxukur

40O.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

4OO.1.4.1 Fasilitasi Iirverlstasi peDBbinaa't ckonomi darl dunia usaha



4o0.2

400.1.5

400.1.6

PEUEERDAYAAII PEREIPUAII I'AT PERLITDI'IIGAII AIIAX
4OO.2.l Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah
4OO.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum

4OO.2.2.1 Data gender
4OO.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

4OO.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban
Perdagangan)

4OO.2.3.1 PencegahanKekerasanterhadapPerempuan
4OO-2.3-2 Dataperlindunganperempuan
400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
4OO-2.3.4 Monitorin& evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan

400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
4OO.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

4OO.2.4 Perlindungan Anak (Ha-k Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak
Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)

4OO.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
4OO.2.4.2 Data perlindungan anak
4OO.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
4OO.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebljakan perlindungan anak
4OO.2-4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan
Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

4OO-1-4-2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
4OO.L.4.3 Pasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
4oo.1.4.4 FasilitasiKemitraanusaha
4OO.1.4.5 FasiutasiPengembangankomoditasunggulan
400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebiiakan pembinaan ekonomi dan dunia

usaha
4OO.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1-4.8 Identifikasi darl inventarisasi pengembangan usaha ekonomi

perdesaan tertinggal
4OO.1.4.9 Fasilitasipengembanganusahaekonomiperdesaantertinggal
400.1-4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
4OO.1.4.11 ldentifikasi dan inventarisasi pengembangan mas8/arakat dan desa

tertingqal
4OO.1.4.12 Fasilitasi pengembangan mas0.aratat dan desa tertinggal

40O.1.4.13 Monitoringdan evaluasi Masyarakat tertinggal
40O.1.4. i4 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Pembinaan Iembaga Sosial dan Budaya
40O.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
400.1.5.2 Penguat n organisasi masyarakat
4OO.1.5.3 Pemberdayaanmasyarakat
4OO.1.5.4 Kedasama antar lembaga sosial dan budaya
40O.1-5.5 Ketenagalcrjaan
400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebiiakan pembinaan lembaga sosial dan

budaya

z1OO.1-5.7 Pemantauandanevaluasi
Pengembangan Daerah Khusus
40O.1.6.1 FasilitasipengembanganDaerahperbatasan
400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konllik dal bencana

400.1.6.3 FasilitasipengembanganDaerahPerdesaan
z+OO.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400.1.6.5 FasilitasipengembanganWilayahstrategis
40O. 1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400.l-6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2.5.1 Pemenuhan Hak AnaI(
4OO.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
4OO.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebljakan tumbuh kembang anak
2rco.2.5-6 Penyelenggaraanparentingpolapengaeuhananak
Penghargaan terkait tender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)400.2.6



400.2.7
400.2.8

Penghargaal Kabupaten Layak Anak
Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

ztoo.3 PENTDIDE(AT
400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

4OO.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
,t+o0.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
4OO.3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari anak
4OO.3,2.4 Block Grant

/tOO-3.3 Pendidikan Masyarakat
4OO-3.3.1 PenyelenggaraanProgram
4OO.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3 Pembinaan Program
4oo.3.3.4 Lomba/PemberianPenghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rakor
4OO.3.3.7 Sosislisasi
400.3.3.8 SertifikasidanAlreditasi

,+oo.3.4 Kursus/Pel,atihal Pendidik dan Tenaga Pendidik
.+OO.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

4OO.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
4OO.3.5.2 Block Grant
400.3.5.3 Pelatihan,Bimtek,sosialisasi,
z+O0.3.5.4 lomba,penghargaan,penganugerahan
2100.3.5.5 Bantuanoperasionalsekol,ah(BOS)
2+00.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

r+00.3.6 Pendidikankhusus/layananKhusus
.+00.3.6.1 Kurikulum,Bahanajar,alatbantupembelajaran
4@.3.6.2 Block Grant
.+00.3.6.3 lomba, festival
400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.6.5 Pendataan
400.3.6.6 Kelembagaan

4OO.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
r+OO.3.7.1 PendataandanPemeetaan
4OO.3.7.2 Uji Komp€tensi Guru
4OO.3.7.3 Sertifkasi Guru
4@.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
.+00.3.7.5 Perringkatankesejahteraanguru
2rc0.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
4OO,3.7.7 Block Grant

,400,3.8 Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1 Kurikulum
400.3.8.2 Bahan Ajar
400.3.8.3 Pelatihan
400.3.8.4 Block grant
400.3.8.5 Bimbinganteknis/sosialisasi
400.3.8.6 lamba , Sayembara, festival
4OO.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)

400.3.8.8 Bantuan siswa miskin
400.3.9 PendidikanKhusus-LayananKhusus

400.3.9.1 Bahan ajar
4oo.3.9.2 Petunjuk Teknis
4OO.3.9.3 Block grant
2100.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
4OO.3.9.5 lomba,sayembara,jambore,festival
400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembel.ajaran

400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8 Pendataan
,100.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif,

pendidikan inklusi
400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3-10.1 Pendataan dan Pemetaan

400.3.1O.2 Uji Kompetensi Guru
4oo.3.1o.3 SetifikasiGuru
r+OO.3.1O-4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah



400.3. t I

400.3- 12

400.3.1O.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400-3.1O-7 Block grant
4OO.3.1O.8 Bimbiogan teknis / sosialisasi
Penilaian Pendidikan
400.3. 1 1. 1 Penilaian Akademik
400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
4OO.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
Data dan Statistik Pendidikan
4OO.3. 12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3-12-2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
Prasarana dan Sarana Pendidikan
4OO.3.13.1 PrasaranaPendidikan
400.3.13.2 SaranaPendidikan
400.3.13.3 MonitoringdanEva.luasi

400.4

400.3.13

I(EOLI\ENAGAAIT
400.4.1 Kebiia-kan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

4OO-4.2 PengelolaanOlahragaPendidikan
4OO.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
4OO.4.2.2 OlahragaPendidikanTinggi
4OO.4.2.3 Olalraga Pendidikan Nonformal dal Informal

400-4.3 PengelolaalOlahragaRel(reasi
400.4.3.1 OlahragaMassal
4OO.4.3.2 Olahraga Tradisional
400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata

4OO.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
400.4.4.1 OlahragaPendidikan
4OO.4.4.2 Olahraga Relceasi
490.4.4.3 Olahraga Prestasi
4OO.4-4.4 Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5 Pengembangan olahraga Ttadisional dan Iayanan Ktrusus
400.4.5.1 OlahragaTradisional
4OO.4.5.2 Layanan Ktrusus

400-4.6 Kemitxaan dan Penghargaan Olahraga
400.4.6.1 KemitraanKeolahragaan
4QO-4.6.2 PenghargaanOlahraga

4OO.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
4OO.4.7.1 Pembibit€nOlahraga
4OO.4.7.2 Kompetisi
4OO.4.7 .3 IP-rEK Olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Orgadsasi Keolahragaan
400.4.8.1 TenagaKeolahragaan
4OO.4.A.2 OrganisasiKeolalragaan

z+O0.4.9 Industri dan Promosi Ola-hraga
400.4.9.1 lndustriOlahraga
4OO.4.9.2 Promosi Olahraga

.+00.4.10 OlahragaPrestasi
400.4.10.1 Daerah
4O0.4.1O.2 Nasional
400-4.1O.3 Internasional

4OO.4.11 StandardisasidanlnfrastrukturOlahraga
4OO.4.11.1 StandardisasiKeolahragaan
4OO.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4. 1 1.3 lnfrastruktur Olahraga

XEPEXI'DAAT
4OO.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
4OO.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

400-5.2.1 Penelusuran(DutaKepemudaan)
4OO.5.2.2 Pengkajian (RekomendasiKepemudaanmelaluiforumkepemudaanl

400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 PeningkatanWawasanPemuda
400.5.3.1 WawasanKebangsaan
4OO.5.3.2 Wawasal Lingkungan
4OO.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

400.5



400.5.4

400.5.5

400.5.6

400.5.7

400.5.8

Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa

400.5.4.2 Kapasitas IPIEK
400.5.4.3 Pemanfaatar IPTEK
Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
4OO.5.5.1 Pengkajian
4OO.5.5.2 Pengembangan
4oo.5.5.3 Pendayagunaan(fasilitasi)
Kepemimpinan dan Kepeloporal Pemuda

4OO.5-6.f Kepemimpinan:Penelusuran,Pengaderan,Pendayagunaan

400.5.6.2 KepeloporanPemuda: Kesukarelawanan.Pengembangankepedulian,
pendampingan

Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
4OO.5.7.2 Pengaderan
400-5.7.3 Perintisan
Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan

Sumberdaya

4OO.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan ; Kelembagrran dan
Sumberdaya

400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
Standardisasi dan Infrastru.Idur Pemuda
4OO.5.9.1 Standardisasi
4OO.5.9.2 InfrastruliturPemuda
Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10-1 Kemitraan
400.5.1O.2 PenghargaanPemuda

400.5.9

400.5.10

.100.6 I(EBI'DAYAAII
400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

4o,0.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
40,0.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 PengembangandanPemanfaatan
400.6.2-4 EksplorasidanDokument€.si

z+00.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilrtrar
400.6.3.1 PembinaanSeniPertunjukan
400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi filrn
400.6.3.4 DokumentasidanPublikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1 Sejarah
400.6-4.2 Pemetaan nilai
400.6.4.3 Verifikasi dal Perumusan Nilai
400.6.4.4 DokumentasidanPublikasi
400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai s€jarah
4QO.6.4-6 Publikasi sejarah dan ni.lai sejarah

400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400-6.5- 1 Internalisasi nilai budaya
400.6.5.2 Kekayaan budaya
400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

fiC'.7 I(EAEIIA'TAI|
4Oo.7 -l Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Upaya Kesehatan Dasar
4OO.7.2.1 Pelayanankedolderaakeluarga
4OQ.7 .2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
4OO.7.2.3 PelaksalaankesehatanPrimer
4OO.?.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas

4OO.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6 ICD lO, Destistry & Stomatolosr
4QO-7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah

400.7.2



40,0.7.2.8
400.7 .2.9
400.7.2.to
400.7.2.11

Penyakit mulut di tingkat primer
Pembiayaan daralr
Penggunaan darah rasional
Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan
daralr

4OO.7.2.f2 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan
kepulaual

4OO.7.2.L3 Akreditasipuskesmas
4OO.7.2-14 Puskesmasberprestasi
Upaya Kesehatan Rujukan
400-7.3.1 Pelayanankesehatanrujukan
4OO.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya

kesehatan ( KUK )

400.7.3.3 Pelayanal rumall sakit privat
4OO.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan

kesehatar Lainnya

400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400.7.3.6 PeLayanan pasien jaminan kesehatan
4OO.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
4OO.7.3.9 Perizinan darl penetapan kelas ruEah sakit kelas A dan Pena.nam

Modal Asing (PMA)

400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kes€hatan l,ainnya
Keperawatan dan keteknisian medik
4OO.7.4.1 PeLayananKeperawatanDasar
4OO.7 -4.2 Pelayanan keperawat€n profesional di ruma}r sakit
4OO.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
4OO.7.4.4 Pelayanan Kep€rawabn di Rumah Sakit Khusus
4OO.7.4.5 Binapelayanankebidanan
Penunjang medik dan sarana kesehatan
400.7.5.1 Mikrobiologidanimunologi
400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
400.7.5.3 Radiologi
4OO.7 .5.4 Perizinan darl sertifrkasi
400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
4OO.7 .5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
4OO.7.5.7 Aplikasi sarana dan prassrana alat kesehatan
Kesehatan Jiwa
400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
4OO.7 .6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas peLayana-n kesehatan
400.7.6.3 Etikolegal darr asesmen
4OO.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangal narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
4OO .7 .6 .6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
Surveilaas, Imunisasi, Karanti[a dan Kes€hatan Mata
4OO.7.7 .L Surveilans dan respon kejadian luar biasa
4OO.7 .7 ,2 Imunisasi
4OO.7.7 .3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
4OO.7 .7 ,4 Kesehatan matra
Pengendalian penyakit menular Langsung
4OO.7.8.1 Pengendaliantuberkolosis
4OO.7 .A.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
4OO.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pemafasan akut
4OO.7 -a.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencemaan
400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7.9.1 Pengendalia.nmalaria
4OO.7.9.2 Pengendalianarbovirosis
400.7.9.3 Pengendalial zoonosis
4OO-7.9.4 Pengendalianfilariasisdankecacingan
Pengendalian penyakit $dak menular
4OO.7. 10. I Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
4OO.7 .1O.2 Pengenda.Iian penyalit diab€tes melitus dan penyakit metabolik

z+O0.7.10.3 Penyakitkanker
400.7.10.4 Fenyakit kronis dan generatif
400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan

400.7.3

400.7.4

400.7.5

400.7.6

400.7.7

400.7.8

400.7.9

400.7.10



400.7. 1 1

4fJ().7,12

400.7.t3

400.7 .t4

400.7.15

400.7 .t6

400.7.18

400.7.t9

400.7 .20

400.7.2t

400.7.22

Penyehatan lingkungan
400.7. I 1. 1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
4OO .7 .l L .2 Pemukiman dan tempat umum
4OO.7. 1 1.3 Kaw'asan dan sanitasi daffat
4OO.7.1L.4 Higien sanitasi pangan
4OO.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian
lingkungan
Cizi
4OO.7.13.1 Gizi malro
4OO.7.13.2 Gizi mikro
z+OO.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
4OO.7 .L3.4 Konsumsi makanan dan jasa Eakanan
z+OO.7.13.5 Kewaspadaangizi
Kes€hatan ibu
4oo.7 .14.1 Kesehatan ibu hamil
4OO.7 .14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
4OO-7 .14-3 Kesehatan matemal dengan pencegahan komplikasi
4OO.7.14.4 Keluargaberencana
4OO.7.14-S Perlindungankesehatanreproduksi
Kesehatan Arrak
400.7.15-1 Kelangsunganhidupbayr
4OO.7.L5.2 Kelangsungal alak balita dan pra sekolah
,,+00-7.15.3 Kewaspadaanpenanganan balitaberesiko
400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
400.7.15.5 Perlindungankesehatanana.k
Kesehatan Tradisional altematif dan komplementer
4OO-7.76.1 Kesehatantradisionalketerampilan
4OO.7,16.2 Kesehatantradkionalramuan
4OO .7 .16 .3 Kesehatan altematif dan komplementer
4OO.7 .16,4 Penapisan dan kemitraan
Kesehatan kerja dan Olah raga
4OO.7.17.1 Pelayanankesehatankerja
4OO.7.L7.2 Kapasitaskerja
4OO.7.17.3 Lingkungankerja
4OO.7.77.4 Kemitraankesehatankerja
4OO.7.77.5 Kesehatanlrcrkotaan
4OO.7 -L7.6 Kesehatan oLahraga
Obat Publk dan p€rbekalan kesehatan
400.7.18.1 Harga obat publik
4OO.7 .7A.2 Pengadaan obat
/+OO.7.18.3 Perbekalankesehatan
hoduksi dan distribusi alat kesehat3n
400.7.19.1 Al,atkesehatan
4OO,7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehat€n dan obat
400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan ruEah tangga

Kefarmasian
4OO.7.2O.1 Pelayanankefarmasian
4OO .7 .2O .2 Farmasi klinis
4OO.7.2O-3 FarmasiKomunitas
4OO.7.2O.4 Pengguaaarobatrasional
koduksi dan distribusi kefarmasian
4OO .7 .21 .l Obat tradisional
4OO .7 .21 .2 Kosmetik dan makanan
4OO.7 .21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi

khusus
4OO.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat
Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
4OO.7 -22.1 Surat keterangan
4OO.7 .22.2 Sertifikasi dan perijinan
Penanggulangan Krisis Kesehatan
4OO.7.23.L Pencegahan, mitigasideurkesiapsiagaan
4OO-7 .23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
4OO.7.23.3 Pemantauandaninformasi
4OO.7.23.4 Penanggulangan lcisis kesehatan,lalam bidsng pengendalian penyakit

dan penyehatan

4OO.7.23.5 Pelayanankesehatanreproduksi situasibencana

400.7 .23

400.7.t7



.rco.8

400.7 .24

400.7.25

400.7.26

400.7.27

400.7 .24

400.7.29

400.7.30

400.7.31

400.9.3

400.9.4

AGAXA DAT TEPERCAYAAIT
4OO.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi
400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/ Kab/ Kota
4OO.A.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3 PelestarianNilai-NilaiKeagamaandanKepercayan
4OO.8.2.4 Kasus Keagamaan
400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400.8.3.1 Kelembagaandankepercayaan
400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

Pengembangal dan Jaminan Kes€hatan
4OO.7.24.1 Tersedialya data NHA setiap tahun
4OO.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
lntelegensia Kesehatan
4OO.7 .25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan

4OO.7.25.2 Penanggulangan masalahinteligensiakesehatan
Kesehatan Haji
4OO.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
4OO.7.26.2 Peningkatan kesehatar dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
Promosi Kesehatan
4OO-7 .27 .l Sarana Promosi Kesehatan
4OO.7.27.2 Pembinaal advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran

4OO.7.27.3 Pengembalganpesa-npromosikes€hatan
4OO.7 .27 .4 Hari kese hatan
Data dan Informasi
400.7.2A.1 Statistikkesehatan
4OO .7 .2a .2 Analisis dan diseminasi informasi
4OO.7.2a3 Pengenbangan sistem inlormasi darr bank data kesehatan
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

4OO.7 -29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
4OO.7 .29.2 Standardisasi obat tladisional, kosmetik dan produk komplimen

4OO.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetk dan produk
komplimen

4OO.7 .29.4 Obat Asli lndonesia
Pengawasan Keamanal Pa-ngan dan Ba-han Berbahaya
4OO .7 .3O .l Penilaian keamalan pangan
+OO.7.3O.2 Standardisasiprodukpangan
400.7.30.3 Inspeksi dan s€rtifikasi produk pangan
400.7.30.4 Surveilan dan pennrluhan keamanan pangan
400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
Rekam Medis

Kebljakan di bidang Sosial yang dilakukar oleh Pemerintah Daerah

Kesejahteraan Sosial Anat
4OO.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
4OO.9.2.2 Kesejahteraansosialanakterlantar
4OO.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
4OO.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
400.9.2.5 Kesejahteraan sosia.l anak yang membutuhkan perlindungan khusus
Rehabilitasi Sosial

400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita
penyalit kronis, netra dan rungu wicara, mental

4OO.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
400.9.3-3 Asistensidanpemeliharaankesejahteraansocial
Rehabilitasi Sosial T\rna Sosial
400.9-4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
4OO-9.4.2 T\.rna susila dan korban trallking perempu:rn

400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan,
reintegrasi

4OO-9-4-4 Pelayanan sosial orang dengan HW / AIDS dan kelompok minoritas
Rehabilitasi Sosial Korban Penyala}rgunaarr NA A

4(rc.9 SOAIAL
400.9. 1

400.9.2

400.9.5



400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
400.9-6.2 Pengembalgan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama

lembaga
400.9.6.3 Advokasi dan pelayalan sosial kedaruratan
Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400-9.9.1 Ketahanan sosial masyarakst meliputi keserasian sosial, penguatan

Sumber Daya
4OO.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
4OO.9.9.4 Kedasa.Ea meliputi kerjasa.ma pemerintah, kerjasama non pemerintah

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
4OO.9.10.1 Kesiapsiagaandanmitigasi
4OO.9.10.2 Tanggap darurat melipud bantuan darurat, advokasi sosial
4OO.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
4OO.9.10.4 Kerjasama
Jaminan Sosial
400.9.1 1.1 Seleksi dan verifikasi
4OO.9.11,2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan

Premi
400.9.11.3 Bantuan lalgsung dan tunjangan berkelanjut€n meliputi

pendampingan dan penyaluran
400.9.11.4 Kerjasama
Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400.9.12.1 Ketahanankeluarga
4OO.9.12.2 Asistensikeluargadan pemberdayaanPerempuan
4OO.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
4OO.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
4OO.9.12.5 Karangtaruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1 Persiapanpemberdayaan
4OO.9.13-2 Pemberdayaan sumber daya malusia
400.9.13.3 Penggaliandalpengembargalpotensi
400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.13.5 Kerjasamakelembagaan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1 Identitrkasidananalisis
4OO.9.74-2 Pengembangankapasitas
4OO.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
400.9.14.4 Advokasisosialdanpengembanganaksesibilitas
400.9.14.5 BantuanLangsung
400.9.14.6 KefasamaKelembagaan
KepahlawaDa[, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.1 Penghargaandankesejahteraankeluargapahlawan
400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
400.9.15.3 Pengembangankesetiakawanansosial
400.9.15.4 PengeloLaan taman makam pahlawan

400.9.7
400.9.8
400.9.9

400.9.14

400.9.15

{X'. IO PEUBERDAYAAIT UAAYARAXAT I'ESA
4O0.1O.1 Kebljakan di bidang Pemberdayaan Masyaral€t Desa yang dilakukar oleh Pemerintah

Daerah

400.1o.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.i0.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa darr Kelurahan
4OO-1O.2.2 Administrasi Pemerintahart Desadan Kelurahan
40O.10.2.3 FasilitasiPerEusyawaratanDesa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan darr Aset Desa

400.10.2.5 PengembanganKapasitasDesa
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 kmbagaMasyarakat
400.10.3.2 PembangunanPartisipatif
400.10.3.3 Pendataan PotensiMasyarakat
400.10.3.4 PengembanganKawasanPerdesaan
400.10.3.5 PelatihanMasyaral€t
Pemberdayaal Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
4OO.10.4.1 BudayaNusantara

400.10.3

400.9.10

400.9.1 1

400.9.12

400.9.13

400,10.4



400.10.5

400.10.6

400.10.7

4OO.LO.4.2 PemberdayaanPerempuan
4OO.1O.4.3 PemberdayaandanKesejahteraanKeluarga
40O.10.4.4 KesejahteraanSosial
4o0.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
400-10.5.2 Usala Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
4OO-1O.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
40O.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
400.10.6.1 Fasi.litasi KonservasidanRehabilitasi Lingkungan Perdesaan
400.70.6.2 Fasilitasi Pemanfaatarr Lahan dan Pesisir Perdesaan

400-10-6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaa-n

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

4q,.I1 PERTATATAII DAT PEUAXAIAT
400.1 1.1 Kebijakan di bidalg Pertamanan dan Pemalaman yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah
4OO.LL-2 Pertamanan

4OO.11.2.1 PerencanaanPertamanan
4OO.L1.2.2 Taman Kota
40O.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

4O0. 1 1.3 Pemakaman
400.11.3.1 PerencanaanPemakaman
+OO.17.3.2 Pemakanan
40O.11.3.3 PelayananPemakaman

400.11.4 Jalur Hijau
40O.11.4.1 Per€ncanaanJalurHiiau
4OO.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
4OO.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air

z+OO.11.5 Peran Serta Masyarakat
4OO.11.6 PengawasandanPenindakan
4OO.11.7 PengelolaanData
400.11.8 Eva-luasi dal Pelaporan

{X'.12 XEPETDUDUI(AIT DAT CATATAIT SIPIL
4OO.l2.l Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintai

Daerah.
4OO.12.2 Penda.ftaranPenduduk

4OO-12.2.1 IdentitasPenduduk
4QO.72.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI

4OO.72.2.3 Pindah Datang Penduduk Anta.r Negara
4Oo.72.2.4 PendataanPendudukRentan
4OO.L2.2.5 MonitoringEvaluasidanDokumentasi

4OO.12.3 PencatatanSipil
40O.12-3.1 Kelahiran dan Kematian
4OO.12.3.2 PerkawinandanPerceraian
400-12-3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan

4OO.12.3.4 PencatatanKewarganegaraan
4O0.12.3.5 Monitoring Evaluasidan Dokumentasi

4OO.12.4 Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan
4OO.12.4.1 Sistem lnformasiAdministrasi Kependudukan
4OO.12.4-2 Kelembagaaa InformasiAdministrasi Kependudukan
4OO.12.4.3 PengeloLaan dataAdministrasi Kependudukart
4OO.12.4.4 Penyajiandan layanan InformasiAdministrasi Kependudukan

4OO.72.4.5 MonitoringEvaluasidanDokumentasi
400.12.5 Pengembangan Kebilakan Kependudukan

4OO.12.5.1 KuantitasPenduduk
4OO.12.5.2 KualitasPenduduk
400.12.5.3 MobilitasPenduduk
4OO.12.5.4 Perlindungandal Pemberdayaan Penduduk
4OO.12.5.5 PengembanganWawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi



400.L2.6 Penyerasian Kependudukan
40,0.12.6.1 IndikatorKependudukan
40,0.12.6.2 ProyeksiPenduduk
400.12.6.3 PerencanaanKependudukan
400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non

Pemerintah
400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakar Kependudukan dengan kmbaga

Pemerintah

.I(X'.13 KEI.UARGA BEREIiC/ATA
4O0-13.1 Kebljakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
4OO.13.2 Analisis pengaduan kebiiakan pengendalian penduduk

40O.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
4OO.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan

4OO.13.3 Pasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
4OO.13.3.1 Penyiapanfasilitas
z+OO,13.3.2 Evaluasidenpelaporan

4O0.13.4 Profil dan pmyeksi penduduk
400.13.4-l Data profil dan proyeksi penduduk
4OO.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

400.13.5 Penetapanparameterpengendalian penduduk
4OO,13,5.1 Penetapansasara!parameter
4OO.13.5.2 Evaluasisasaranparameter

4OO.13.6 Penanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
4OO.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
4OO.13.6.2 PemanfaatanparaEeter

4OO.L3.7 PengembanganSistem
40O.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
4OO.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.8 PengembanganMateri
400.13.8.1 PengeEbangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2 Pengembalgan Mat€ri Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
4OO.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

4O0.13.10 AnalisisSosial
4OO.13.11 AnalisisEkonomi
400.13.12 Analisis Dampak Politjk, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4O0.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
4O0.13.15 Jaminal pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
zt0O. 13. 16 Kualitas pelayanal keluarga berencana pemerintah

400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
4OO. 13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
4OO.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
4OO.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.20 Akses dan kualitas pelayana! keluarga berencana jalur wi.layah tertinggal, terpencil
dan perbatasan

400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal,
terpencil, dan perbatasan

4OO.13.2O.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wi.layah tertinggal,
terpencil, dan perbatasan

4OO.13.27 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400-13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin

perkotaan
4OO.L3.2L.2 Peningkatsn kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin

perkotaan
4OO.L3.22 Kesertaan keluarga berencana pria

400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
400.73.22.2 Peningkatanpartisipasikeluargaberencanapria

ut00.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
4OO.L3.24 Pencegahan PMS dan Hw/AIDS
400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan iDfertilitas
4OO.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak

40O.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak



400.t3.27

400. 13.24

400.t3.29

400.13.30

400.13.31

400.13.32

400.13.26-2 Pengembangan kenitraan bina keluarga dan anak
Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dal anak
4OO.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan alak
4OO.13.27.2 Evaluasi dan pelaporal bina keluarga Balita dan anal<

Pelembagaan bina ketahanan remaja
4OO.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
4OO.13.2a.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
4OO.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga l.ansia dan Rentan
40O.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
40O.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga l^ansia darl Rentan
400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga lEnsia dan Rentan

400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia darr
Rentan

Monitoring dan evaluasi bina ketahanan kelua.rga Lansia dan Rentan
400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia darl Rentan
400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
400.13.35.1 Pengembangan administrasi darr keuangan kelompok usaha ekonomi

keluarga
40O.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
Monitoring dan evaluasi usaha ekononi keluarga
Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
Pelembagaan Pusat Pelayalan Keluarga Sejahtera
400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400. 13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pel,ayanan Keluarga Sejahtera
Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayalan Keluarga Sejahtera
Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
40O.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dart pelaporan advokasi darr komunikasi, informasi, edukasi
Advokasi dan pencitraan
Komunikasi, Informasi dal Fdukasi
400.13.42.7 Promosi
400.13.42.2 Sarana produksi oedia komunikasi
400.13.42.3 Produkmediakomunikasi
Hubungal dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan

kota
40O.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
4OO.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
Tenaga Lkd Lapangan
4OO.13.216.1 Pengembangaltenagalinilapangan
4OO.L3.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangarr
Institusi Masyaral(at Pedesaan
4OO.13.47.1 Pengembangan institusimasyaralatpedesaan
4OO.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

Mekanisme Operasional lini lapangan
40O.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
4OO.I3.4a.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
Pengembangan sistem pencatatan dan peLaporan

400.13,49.1 Perumusan pola sistem pencatatar dan pelaporan
400.13.49.2 Monitoring dan evduasi sistem pencatatan dan pelaporan

Pengumpulan dan pengolahan data
Analisis dan eva.luasi
400.13.51-1 Analieis dan evaluasi pengenddian penduduk
400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga b€rencana dan keluarga sejahtera

400.13.33
400.13.34
400.13.35

400.13.36
400.13.37
400.13.38

400.13.41
4o0.t3.42

400_ 13.43

400.13.44

400.13.39

400.13.40

400.13.45

400.13.47

400.13.48

400.13.49

400.13.50
400.13.51

400.13.46



.too.14

400.13.52

400.13.53

400.13.54

EI'BT'I{G.AT
400.14.1

400.t4.2
400.14.3

400.14.4

400.14.5

400.14.6
4o0.14.7
400. 14.8
400.14.9
400.14. 10

400.14.1 1

400.t4.t2

Sistem aplikasi dan bank data
40O.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
400-73.52-2 Pengelolaan bank data
lnfrastrul(tur telmologi informasi
40O.13.53.1 Pengembangan infrastrukhrr teknologi informasi
4OO.13.53.2 Pemeliharaan infrastruLtur teknologi informasi
Dokumentasi dan penyebarluasa-n informasi
4OO.13.54.1 Dokumentasidanperpustakaan
400-13.54-2 Pengelolaan situs BKKBN dart media konferensi

UAEYARATAT
Keprotokolan
4OO.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian,

dan jamuan ternxasuk acara peringatan hari-hari besar)
4OO.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
4OO.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
4OO.L4-L.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
Da.ftar uama/alamat kantor /pejabat
Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-
peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman
suara/multi media

Pengunpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
40O.14.4.1 Klipingkoran
4OO-14-4-2 Brosur/kallet/poster/plakat
400.14.4-3 Pengumuman/pemberitaan
Hubungan antar lembaga dan Pemerintahar! Daerah
400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
4OO.74.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSiM

400.14.5-3 Hubungandenganprerusahaal
400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang,

Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Prakek Ke{a Lapang (PKLI
400.14.5.5 ForumKehumasan
400-14.5.6 Hubungan dengaa Media Massa
Dengar pendapat/ hearing DPRD
Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
Publikasi melalui media cetal< maupun eleliitronik
Pameran/ sayemara/ lomba/ festival,penbuatan spanduk dan iklan
Penghargaan/ tanda kenang-kenangan
Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bel"a Sungkawa, Permohonan Maaf

5OO PEREKOTOUIAII
5OO.I TETAIIATAITPATGAI|

5O0.1-l Kebijakan di bidang Ketalanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500. 1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1 KetersediaanPangan
5OO.1.2.2 Akses Pangan
500.1.2.3 KerawananPangan
Distribusi dan Cadangan Pangan
5OO.1.3.1 DistribusiPangan
500.1-3.2 Harga Pangan
500.1.3.3 CadalganPalgan
Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanarl Pangan
5OO.1.4.1 KonsumsiPalgan
500.1-4.2 PenganekaragamanPangan
50O.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2 PenghargaanKetahanPangan
Swasembada Pangan (Kearifan l,okal)
Bimbingan Teknis
Evaluasi

500. 1.3

500. 1.4

500. 1.5

500.1.6
s00.1.7
500.1.8



5OO.2 PERDAGATGAII
500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2

500.2.3

500.2.4

Perdagangan Dalam Negeri
500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
5OO.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan
5oo-2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenal
5OO.2.2.4 lnformasiPerusahaa-n
5OO.2.2.5 Pelaku Pasar
5C,0.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbinga.n Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
5OO.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
5OO.2.2.8 PengembangarProdukLokal
5OO.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri

500.2.2.10 PengembanganSaranaDistribusi
5OO-2.2-ll PengelolaanSaranaDistribusi
5OO.2.2.12 KedasamaPengembangan SistemLogistik
500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
5OO.2.2.14 lnformasiPasar
5OO.2-2-15 InformasiHasillndustri
500.2.2,16 Ba.rangStrategis
5OO.2.2.L7 Bahan Pokok Agro
Standarisasi darl Perlindungan Konsumen
5OO.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
5OO.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
5OO.2.3.4 Tata usaha
500.2.3.5 Kerjasana,informasi,danpublikasi
500.2.3.6 Analisapenyelenggaraanperlindungankonsumen
500.2.3-7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
500.2.3.9 Muk pertambangan dan aneka industri
5OO.2.3.1O Produk pertanian, kimia dan kehutaaan
5OO.2.3.1I Jasa
500.2.3.12 Kerjasama
500.2.3-13 Sarana dan Ke{asama
500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
500.2.3.16 Pengawassn

500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18 Balai Pengujian UTIP
Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1 Pengkajianpasar
5OO.2.4.2 Pengawasan Transaksi
500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
5QO-2.4.4 Pengkajian pasar
500.2.4.5 Pengembangan Pasar
5QO.2.4.6 Sistem informasi
5OO.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
5OO.2.4.8 Pengawasanpasa.rlelang
5OO.2.4.9 Pengawasansistemgudang
Bimbingan Teknis
Evaluasi

Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
5OO.3.2.2 Tata l,aksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4 PengendaliandanAkuntabilitas
Produksi
5OO.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2 KehutanandanPerkebunal
500.3.3.3 PerikanandalPeternakan
500.3.3.4 IndustriKerajinandanPertambangan

soo.2.5
500.2.6

5OO.3 KOPERASI DA.I[ UAASA XECIL UETETGAII
5OO.3.1 Kebllakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukaa oleh

Pemerintah Daerah

500.3.2

500-3.3



5q).4 XEIIUTAT|AIT
5OO.4.1 Kebijakan di bidarg Kehutanan yang ditakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2

500.3.4

500.3.5

500.3.6

500.3.7

s00.3.8

500.3. 1 1

500.4.3

so0.3.9
500.3.10

50O.3.3-S KetenaSalistrikan dan Aneka Usaha
Pembiayaan
500.3.4.1 Program Pendanaan
500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjem
500.3.4.3 Urusan Permodalan
5OO.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
500-3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Ikedit
500.3.4.6 Iembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

Pemasaran dan Jaring,an Usaha
500.3.5.1 PerdagalganDalamNegeri
500.3.5.2 Ekspor dan Impor
5OO.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasa,ran

500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringal Usaha
500.3.5.5 lnformasi dan Publikasi Bisnis
500.3-5.6 Lembaga L,ayana-n Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
Pengembangan Sumber Daya Malusia
500.3-6.1 PengembanganKewirausahaan
500.3.6.2 Kebiiakan Pendidikan Koperasi dan UKM
500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5 Advokasi
Pengembangan dan Restruliturisasi Usaha
500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
3OO.3.7.2 RestrukturisasiUsaha
500.3.7.3 PemberdayaanlembagaPengembanganBisnis(LPB)
500.3.7.4 FasittasilnvestasiUKMK
500-3.7-5 PengembanganSa.ranaBisnis
Penskajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1 PenelitianKoperasi
500.3.8.2 Penelitian UKM
500-3.8.3 Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4 PengembanganPerkaderanUMK
Kerja Sama Hubungan Ant€.r Lembaga
Pedagang Kaki Lima (PKL)

500.3.10.1 PeraturanPerundang-Undangan
500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
Monitoring dan Evaluasi

Penyrluhan
500.4.2.1 ProgramKerjaPenyuluhan
5OO.4.2.2 Materi Penyuluhan
500.4.2.3 Program Pen,.uluhan
5OO.4.2.4 Sarana Penyuluhan
500.4.2.5 PengembanganTenagaPenyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
5OO-4.2-7 PemberdayaanMasyarakat
500.4.2.8 Deseminasi
5OO.4.2.9 Evaluasi, dan laporan
Planologi Kehutanan
500.4.3.1 Perencsnaan Malco Kawasan Hut n
5OO.4.3.2 Penataa! Ruarg Kawasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
5OO.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5 Perubahan Fbgsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4-3.6 lnforoasi dart Dokumentasi Kawasart Hutan
500.4.3.7 lnventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10 Jaringal Data Spasial
500.4-3.11 PenggunaalKawasanHutan
500.4.3.12 Penerinaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan

Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
Pembentukan Wilayah Pengeloliaan Hutan

500.4.3.13
500.4.3.14



500.4.4

5OO.4.3.15 Penyiapan Areal PeEanfaatan Hutar
500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bina Ussha Kehutanan
5OO.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
5OO.4.4.2 SK HPH/HTI/TUPHHK
500.4.4.3 Kerjasama
500.4.4.4 Pembatalan/ Penolakan
5OO.4.4.5 Perpanjargan
500.4.4.6 Modal dan Peralatan
5OO.4.4.7 Investasi Industri
500.4-4.8 Peralatan
5OO.4.4.9 Tenaga Kerja
500.4.4.10 PemegangSaham
5OO.4.4.11 NeracaPerusahaan
5OO.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

5OO.4.4.13 Rencana Kar5ra Pengusahaan Hutan (RKPH)

500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)

500.4.4.15 Rencala Kaqra Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)

500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
5OO.4.4.77 ProduksiKayu
500-4.4- 18 Produksi non kayr
500.4.4.19 IndustriKayuHPH/HTI/IUPHHK
50O.4.4.2O Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21 Industri Non Kayu
5OO.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
5OO.4.4.23 HutanTanananlndustriPertukangan
5OO.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
5OO.4.4.25 Pemblokiran
500.4.4.26 Denda
5OO.4.4.27 PencabutanAreal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produl<si
5OO.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31 PengembanganlnvestasiUsaha
5OO.4.4.32 Penyiapan Pemanfaat€n Hutan Alam
5OO.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatarl Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha

Produksi Hasil
5OO.4.4.34 Produksi Hutan Alam
500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36 PengembangalHutanTanamanlndustri
500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanarrran Rakyat
500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana

Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39 Penilaian Kineda Pengembangan Usaha Penarfaatan Hutan Tanaman

500.4.5

50O.4.4.2+O Pembiayaa.nHutanTanaman
500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
5OO.4.4.42 Peredaraa Hasil Hutan
500.4.4-43 Pengukuran dan Pengujial Hasil Hut n
5OO.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
500-4.4-45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.2+6 Pengendalian Bahan Baku dan Industii Primer Hasil Hutan
5OO.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hut€n
500.4.4.48 PembinaanHPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.49 Pembinaan TPII /TPrJ/ Silvikuftur
Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1 Standardisasi
5OO.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3 Pengembangan
500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
500-4.5-7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaia Hasil Hutan
5OO.4.5.8 Legalitas Tata Usalla Hasil Hutan
5OO.4-5.9 Palu Tok Kualitas Tate Usaha Hasil Hutan
500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan



500.4.6

500.4.7

500.4.8

Perlindungan Hutan dan Konservasi AIam
500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
500.4.6.3 kmbaga Konservasi/ Kebun Binatang
500.4.6.4 KonvensiKeanekaragamanHayati
500.4.6.5 Kawasan Konservasi
500.4.6.6 Perrgamanan Hutan
500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikar dan Perlindungan
500.4-6.8 Penyidikan dan Pedindungan Wilayah Hutan
500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.1 1 Bina Cinta Alam
500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13 Data organisasi p€ncinta alam dan kader konservasi SDA
Bina PengeloLaan Daerah Altan Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1 PengelolaanBenih
5OO.4.7.2 Kebun Benih
5OO.4.7.3 Tegakan Benih
5OO-4.7 -4 Pengadaan Benih
5OO.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6 lalu Lintas Angkutan Benih
5OO.4.7.7 Pembibihn
5OO.4.7.8 lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 PengembalganUsahaPerbenihan
5OO.4-7.10 PengendalianPeredaranBenih
500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5OO.4.7 .12 Talaman Reboisasi

5OO.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

5OO.4.7.L4 PerhutananSosial
500.4.7.15 PengendalianPerladangan
Penelitian dan Pengembalgan Kehutanan
5OO.4.8.1 Penelitian,PengkajiandanPengembanganKehutanan
500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
5OO.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
5OO.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

soo.5 reI.AI/fAT DAII PERINAITAT
500.5.1 Kebiiakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.5.2 Perikanan Tangkap

500-5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
5OO.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Taagkap lkan
500.5.2.4 PendaftaranKapalPerikanan
5OO.5-2.5 PengawakanlkpaldanKetenagakerjaanPerikanan
500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
5OO.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan lkan
500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan lkan
500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan lkan
500.5.2.10 Pelayanan DokumenPenangkapanlkan
500-5.2-11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penalgkapan Ikan
500.5.2.12 KelembgaanUsalnPenangkapan
500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usa}ra
5OO.5.2.14 Kenelayanan
5OO.5-2.15 PembinaanPengelolaanUsaha
500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan lkan

5OO.5.3 Perikanan Budidaya
500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
500.5.3-2 Prasara-na dan Sarana Budidaya Air Tawar
500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
500.5.3.5 InformasidanDistribusiPembenihan
500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
5OO.5.3.7 Budidaya lkan Hias
5OO-5.3.8 SertifikasiBudidayaPerikanan
5OO.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan



500.5.4

500.5.5

500.5.6

5OO.5.3.11 PerlindunganLingkunganBudidaya
500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
500.5.3.13 KewirausahaanBudidaya
5OO.5.3.14 PelayananUsahaBudidaya
5OO.5.3.15 KelembagaandanKetenagaakerjaan
5OO.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
Pengolahal darr Pemasaran Hasil Perikanan
5OO.5.4.1 StandarisasiPengolahanHasil
5OO.5.4.2 Pengembalgan Produk
500.5.4.3 Pengembangal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500-5.4.4 Industri Pengolahan
500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500.5.4.8 Pengembangan Industri
500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
5OO-5.4.10 KelembagaanPemasaranDa-lamNegeri
5OO.5.4.11 Analisis dan Inforraasi Pasar Dalam Negeri
500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan PemasaJan Dalam Negeri
5OO.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5-4.16 Analisis dan lnformasi Pemasaran Luar Negeri

500.5.4.17 PengembanganEkspor
500.5.4.18 Pengembanganlmpor
500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.20 PelayanalUsaha
500.5.4.21 KemitraanUsaha
5Oo.5.4.22 KetenagalGjaan Pengolahandan Pemasaran
5OO.5.4.23 InvestasidalrPermodalan
5OO.5.4.24 Inforrnasi darl Promosi
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
5OO.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perakan Yurisdiksi
500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan ?-oaa Wilaya}: I
500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial
500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
500.5.5.6 Konservasi Wawasan
500.5.5.7 Kons€rvasi Jenis Ikan
5OO.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
500.5.5.9 MitigasiBencanaLingkungan
5OO.5.5.10 Pendayagunaan SumberDayaKelautan
5OO.5-5.1 1 Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
500.5.5.12 Rehabilitasidan Reklamasi
500.5.5.13 IdentifikasiPulau-PulauTerkecil
500.5.5.14 Pengelol,aanEkosistemPulau-PulauTerkecil
500.5.5.15 Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
500.5.5.17 AksesPermodalan
500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500-5.5-19 SosialBudayaMasyarakat
500.5.5.20 PengembanganUsaha
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
500.5.6.1 PengawasanPenangkapanWilayahBarat
500.5.6.2 PengawasanPenangkapanWilayahTimur
500.5.6.3 PengawasanPengangkutan,PengolahandalPemasaral
500.5-6.4 PengawasanUsahaBudidaya
500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
500.5.6.6 PengawasanPencemaranPerairan
500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayatr Barat
500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur
500.5.6.11 PerawatanKapalPengawas
500.5-6.12 PengawakanKapalPengawes
500.5.6.13 SistemPemantauan
500-5.6.14 Pementauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan



500.6 PERTAITIAIT
500.6.1

s00.6.2

500.5.7

500.6.3

500.6.4

500.6.5

500.6.6

500.6.7

500.5.6.15
500.5.6.16
500.s-6.17
soo.5.6.18
500.5.6.19
500.5.6.20
Karantina Ikan
500.5.7.1
500.5.7.2
500.5.7.3
500.5.7.4
500.5.7.5
500.5.7.6
500.5.7.7
500.5.7.8
500.5.7.9
soo.5.7.10
500.5.7.11
500.5.7.12
500.5.7.13
500.5.7.14
500.5.7.15
500.5.7.16
500.5.7.17
s00.5.7.18
500.s.7.19
500.s.7.20
50,0.5.7.21

Pemantauan Sumber Daya Perikanan
Pengembangan Infrastruliatur Pengawasan
Penyidikal
Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
Kerja Sama Penegakan Hukum darl Fasilitas PPNS Perikanan
Pemantauan dan Evaluasi Penanganal Pelanggaran

Pemeriksaal Ikan
PenaI.anan
Pengasingan
Pengamatan
Pengakuan
Penolakan
Pemusnahan
Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
Permohonan Sertilikat
Pemasukan Formulir
Pemasukan Sertifikat
Eyaluasi dan Monitoring Sertitrkat
Surat Perintah
Rekomendasi
Penutupan Suatu Area
Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
Pengawasal Peraturan Perkarantinaaa
Pengawasan Pelaksanaan Operasional
Instalasi Karantina Sementara
lokasi Karantina

Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Perlindungan hortikultura
500.6.2.1 PerlindunganTanamanBuah
500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500.6.2.3 PerlindunganTanamanFlorikultura
500.6.2.4 Dampal iklim dan Persyaratan Tekfs
Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1 Peni.laianVarietas
500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3 BudidayadanPascapanenFlorikultura
Perluasan dan PengeloLaal Lahan
500.6.4.1 Basis Data lrhan
500.6.4.2 Pengendalian Lahan
500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

500.6.4.5 PerluaM-nKawasanHortikultura,PerkebunandanPeternakan
Pengelolaan Air lrigasi
500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
500.6.5.3 lklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
500.6.5.4 Kelembagaan
Pembiayaan Pertaniaa
500.6.6.1 PembiayaanProgram
500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama

500.6.6.3 Pembiayaaa agribisnis
500.6.6.4 KelembagaandanPemberdayaanagribisnis
Pupuk Pestisida
500.6.7.1 Pupuk Orgadk dan Pembenah Tanah
500.6.7.2 PupukArorganik
500.6.7.3 Pestisida
500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian

500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

500.6.8



500.6.9

500.6.10

soo.6.11

500.6.12

s00.6.13

500.6.14

500.6. l5

500.6.16

500.6.17

500.6.18

500.6.19

Perbenihan Tanaman Pangan
500.6.9.1 Perrilaian Varietas darr Pengawasan Mutu Benih
500.6.9-2 Produksi Benih Serealia
500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
500-6.9-4 Kelembagaan Benih
Budidaya Serealia
500.6.10.1 Padi Irigasi darl Rawa
500.6.1O.2 Padi Tadah Huja.n dan Lahan Kering
500.6.1O.3 Jagung
500.6.1O.4 Serealial,ain
Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
500.6.11. f Kedelai
500.6.11,2 Ubi Kayu
500.6.11.3 AnekaKacang
500.6.1 1.4 Aneka Umbi
Tanaman Pangan
500-6.12.7 Pengeloalan DataOrganisasi PenggangguT\rmbuhaa
500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu T\mbuhan
500.6.12.4 PengelolaalPengendalianHamaTepadu
Pascapanen Tarlaman Pangan
500.6.13.1 Padi
500.6.13-2 Jagu.ng dan Serealia alin
500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacartg

500.6.13.4 Aneka Umbi
Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1 TanamanPangan
500.6.14.2 Holtikurtura
500-6.14.3 Perkebunan
500.6.14.4 Petemakan
Mutu dan Standariasi
500.6.15.1 Standardisasi
500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
500.6.15.3 AkreditasidanKelembagaan
500.6.15.4 KerjasamadanHarmonisasi
Pengembangan Usaha dan Investasi
500.6.16.1 KemitraandanKewirausahaan
500.6.16.2 Investasi
500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri

500.6.16.4 Promosi Luar Negeri

Pemasaran Domestik
500.6.17.1 InformasiPasar
500-6.17 -2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar

500.6.17-4 JaringanPemasaran
Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja,
TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menlurat)

Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan

500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
Diseminasi
Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajiart
500.6.2 1.1 Pameran, Temu La.pang, Temu Bisnis, Dem-lot, Seminar Lokakarya,

Temu Ka-rya, Workshop

500.6.21.2 Jurna.l, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

Forum Komunikasi Penelitian dal Pengembangan
Data Penelitian dan Pengembangarr
Evaluasi Penelitian/ Pengkajial dan Pengembangan

Hak atas Kekayaan lnteiektual (HaKI)

500.6.26.1 Hak Cipta
500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
500.6.26.3 Hak Paten Biasa
500.6.26.4 Hak Merek
500.6.26.5 Penda-ftaranVarietasTanaman

500.6.20
500.6.21

500.6.22
500.6.23
500.6.24
500.6.25
s00.6.26



500.6.27

500.6.28

500.6.29

500.6.26.6 Permohonaa Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
Pelayanan Perijinan Pertaliart
5C0.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)

500.6.27.2 Sarana II (bidang benih ta.rraEan, balnn penelitian, teknis pangart
segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)

5c,0.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternal(, obat
hewan, dan teknis su.mber daya genetik ternak)

Pelayalan Hukum
500.6.28,I Sertifikasi
50,0.6.28.2 PertimbanganHukum
Karantina Pertanian
500.6.29.1 KararrtinaTtrmbuhan
500.6.29.2 KarantinaHewan
Bimbingan Telrrris
Evaluasi

500.6.30
500.6.31

500.7

500.8

PETTRXAXATT
500-7.1 Kebliakan di bida-ng Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

5OO.7 -2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
5OO.7.2.1 Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia,

Produksi Bibit Temal( Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit
tema}, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan
Pemasukan/ Pengeluaranl

5OO.7.2.2 Pakan Temak

5oo.7.2.3 BudidayaTemak
5OO.7.2.4 Kesehatan Hewan (antara Lain: Pengamata! Penyakit HeE'an,

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan
Hewa.n, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan,
Pengawasan Obat Hes,an)

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain:
Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan
Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan
Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan
Pemasukatr/ Pengeluaran)

500.7.3 Bimbingan Tekrris
500-7.4 Evaluasi

PERXEBI'ITAX
5OO.8.l Kebijalan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8,2 Tanaman Semusim
500.8.2.1 Identfikasi dal Pendayagunaan Sumb€r Daya Tanaman Semusim
500.8.2-2 PerbenihanTanamanSemusim
500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusit!
500.8.2.4 PemberdayaanTanamanSemusim

500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.1 Identjfrkasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah &
Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
5OO.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
5OO.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.4 Tana.manTahunan
5OO.8.4.1 ldentiflkasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2 PerbenihanTanamanTahunan
5OO.8.4.3 BudidayaTanamanTahunan
500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Pedindungan Perkebunan
5OO.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organi$re Pengganggu Trrmbuhan

Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan

5OO.8.5.2 ldentifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu T\rmbuhan
Tanaman Rempah dan Penyegar

5OO.8.5.3 ldentifikasi dan Pengenda-lian Organisme Pengganggu Tumbuian
Tanaman Tahunan

5OO.8.5.4 Dampak Perubahan lklim darr Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaal Usala



500.8.7
500.8.8

500.8.6. i Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

500.8.6.2 PascapanenTanamanTahunan
5oo.a.6-3 Bimbingal Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konllik
Bimbingan Tekrris Perkebunan
Evaluasi Perkebunan

lklim Us$a dan Kerja Sama
5OO.9.2.1 IndustriManufaktur
5OO.9-2-2 Industri Agro
5OO.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknolog Tingg
5OO.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
Promosi Industri
500.9.3- 1 Industri Manufaktur
500.9.3.2 Promosi Industri Agro
500.9.3.3 Industri Unggulal Berbasis Teknolog Tingg
500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
Standarisasi dan Teknologi
500.9.4.1 IndustriManufaktur
5OO.9.4.2 Industri Agro
500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknolog Tingg
500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
Hak atas Kekayaan Intelektual
5OO.9.5.1 IndustriManufaktur
5OO.9.5.2 Industri Agro
5OO.9.5.3 lndustri Unggulan Berbasis Teknolog TinSg
5OO.9.5.4 lndustri Kecil dan Menengah
Industri Hljau
500.9.6. I Industri Manufaktur
500.9.6-2 Industri Agro
500.9.6.3 Industri UngguLan Berbasis Telmologr Tingg
500-9.6-4 Industri Kecil dan Menengah
Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangaa Kawasan Industri
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
Standarisasi
5OO.9.12.1 Standar
5OO.9.12.2 PenyiapanPenerapan
5OO.9.12-3 InfrastruldurSt€ndar
Pengkajian Kebijakan dan tklim Usaha Industri
500.9.13.1 Kebljaltartlndustri
500.9.13.2 Perpajakaa dan Tarif
500.9.13.3 PengembanganModellndustrial
Pengkajian lndustri Hljau dan Lingkungan Hidup
500.9.14.1 IndustriHijau
500.9.14.2 LingkunganHidup
500.9.14.3 Energi
Teknologi dan Hak Kekayaan Intelelrhral
5OO.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapa.n lnovasi Teknologi Industri
5OO.9-15.3 PengembanganHakKekayaanlntelektual
Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

5q).9 PERII{DU TRIAT
500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2

500.9.3

s00.9.4

500.9.5

500.9.6

500.9.7
500.9.8

500.9.9
500.9.10
500.9.11
500.9.12

500.9.13

500.9.14

500.9. 15

500.9.16

sq,.IO ETERGI DAT 8I' BER DAYA IIIIERAL
5O0.1O.1 Kebijakan di bidarg Energi darl Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah

Daera.L

Rekomendasi Kegeologian
500.10-2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, d"" Gerakan Tanah
5OO.LO-2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.2.3 Pertambangan
500.10.2-4 Panas Bumi

500.10.2



500.10.3

500.10.4

500.10.5

500.10.6

500.10.7

500.10.2-5 Geosains
5OO.10.2.6 PengukuranTime Domain Electromagnetic (TDEM)

5O0.10.2.7 KelayakanLingkungan
Penettiarl Kegeologian
5OO.1O.3-1 Administrasipelaksanaanpenelitian
500.10.3.2 Admirdstrasitenagapenelitian
5OO.10.3.3 Administrasipenggunaanperalatanpenelitian
50O. 10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
50O.1O.3.5 Hasil penelitiandanpenyelidikankegeologian
500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.3.8 Vulkarologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.3.9 SurveiGeologi
Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
500.10-4.1 Sumber Daya Geologi
50O.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

50O.10-4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.4.4 SuweiGeologi
5OO.10.4.5 Konservasi
Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan lnformasi

5OO.10.5-1 Peta potensi dan sebaral
5O0.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
5OO.1O.5-3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan

Tsunami, Sembural Lumpur/Gas serta kebalaral Batuba.ra

500.10.5.4 SuweiGeologi
Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500. 10.6.1 Rencana Induk Jaringal Gas Bumi
500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10-6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak

dan Gas Bumi
500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
5OO.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalarn tts*.ri 11KD*,
5OO.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri

500.10.6-8 Rencana Kebutuhan Impor Baralg (RKIB) dart Rencana Impor Barang
(RIB)

Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5OO.1O.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dal Gas Bumi

(Konvensional dal Non Konven siona.l)

500-10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (ant€Ja lain: Pemanfaabn Data
Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data,
Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar
Negeri, Unitisasi Lapangan Minya& dan Gas Bumi, Rekomendasi
Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihal Wilayah Kerja Minyak
dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan
Data Suwei Seismik, laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per
semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)

5OO.10.7.3 Eksploitasi Minyah dal Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi
Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa
laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi
dari Sumur TIra, Penetapan Pengusa.l.aan Lapargan Produksi yang
Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas
Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi,
laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi,
Lapora.n Hasil lnventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi]

500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)

500.10.7.5 PerpanjanganKontrakKKS
5OO.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas
5OO.10.7.7 Partisipasilnterest
50O.10.7.8 T\rmpang Tindih lahan
Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasal Usaha

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi
dan Gas Bumi, Hasil Olahan dart Bahan Bakar Lain (antara lain:
Pedoman dan Prosedur, Iayanan Usaha
(Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)

500.10.8

500.10-8.2 Fasiltasidanpertimbanganpelanggaran



500.10.9

500.10.10

500.10.1 1

500.10.9.2

500. I o.9.3

5oo.1o-8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri

Telmik dan Lingkungan
5OO.1O.9.1 PeruEusan pelaksanaan da! pengawasa[ Stardar Nasional lndonesia

(SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas
permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifrkat NPT,
Register NPT)

Buku Register Welding Procedure Sp€ciEcation [WPS]/ Procedure
Qualifrcation Record (PQR)

500- 10-9.4 Register dan Sertfikat Kua.lifikasi Juru Las

500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan
Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi
Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)

500.10.9.6 Keselamatan Hitt Minyak dar Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan
Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi
Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)

5OO.10.9.7 Keselamatan Kerja dal Lindungal Lingkungan

5OO.10.9.8 Dokumen Pers€tujuan Penunjukkal Kepala/Wrkil Kepala Teknik
Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan
Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik
tambang minyak darr gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah
Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil
Kepala Tekrik Tambang Minyak dan Gas Bumi)

500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan
Mendapatkan Penghargaan, surat Penugasan Dalam Rangka
Verifrkasi, Berkas Hasil Eva.luasi Verifikasi, Salinan Tanda
Penghargaan, Dokumen Pengajuar dan penilaian Tanda Penghargaan
Keselamatan Minyak dal Gas Bumi)

5OO.1O.9.10 Usahapenunjarg

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10. 1 Perencanaan Program Keda Pembangunan Infrastruliitlrr Minyak dan

Gas Bumi

500-10.10.2 Pengadaan Pembalgunar lnfrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.1O.3 Pelaksanaan Pembangunal Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.1O.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastulitur Minyak dan Gas
Bumi

Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

5OO.10. 1 1.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
5OO.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah darr LembaSa

5OO.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
50O.10.11-4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
50O.10.11.5 Perencanaan Pema[faatan Energi dari EBT
500.10.11.6 PenyusunanNeracaEnergi
500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT
Panas Bumi
5OO.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

500- 10. 12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

5OO.10.12.3 Sertilikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
50O.10-12.4 Rekomendasi BahanPeledak
5OO.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
50O.10.12.6 Izin Tangki Bahan Balar Cair
500.10.12.7 Persetujuan sertjfrkasi welding Prosedure Specifikation (WPS) dan

Prosedure Qualifrcation Record (PQR) dan kualifrkasi Juru las

Penerbitasn lzin Usaha Panas Bumi (lUP)

Penerbitan lzin Panas Bumi (IPB)

Penerbitan lzin Pemanfaatan tangsung (IPL)

Penetapan kapasitas usaha panas bumi
Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Palas Bumi
Pelaksanaa.n Kerja Sama Panas Bumi
Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) pada Kegiat n Pengusahaan Panas Bumi

500.10.12.8
s00.10.12.9
500.10.12.10
500.10.12.11
500.10.12.12
500. 10.12.13
500.10.12.14
500.10.12.15
500.10.12.16

500.10.12



500.10.13

500.10.14

500.r0.15

5()0.10. r6

500.10.17

500.10.18

500.10.19

500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
Bioenergi

500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)

500.10.13.2 Pengadaan Bal:an Bakar Nabati (BBN)

500-10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
500.10.f3.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
5O0.10.13.5 Evaluasi/RevisiHIPBBN
5OO.10.13.6 Database PengusahaanBioenergi
500.10.13.7 Penetapan Badan Usaia sebagai Pengelola Energi Biomassa atau

Biogas untuk Pembangkit Listrik
50O.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
50O.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daeratr dan Lembaga
Aneka Energi
50O.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
50O.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Keda

Asing

5OO. 10. 14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
50O.10-14.5 Persetujuan Rencrna Impor Barang (RlB)

Konservasi Energi
5OO.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan

konservasi energi
500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di

pengguna eneryi di atas 6.O0O TOE
500.10.15.4 Pengawasan sertilikasi label dan tanda hemat energi pada lampu

swabalast
500. 10. 1 5.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
5OO.10.15.6 Pen)rusunan emisi energi gas rumah kaca
50O.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
50O.10.15-8 Profi.linvestasiefrsiensienergi
5OO.10.15.9 Invesment Grade Audit (lGA)

500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruli.tur EBTKE
5O0.10.16- 1 Usul Pembangunan Infrastrulifirr Pemerintah Daerah dan Iembaga
500.10.16.2 Perencanaan Pembangunal Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
5OO- 10. 16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastmktur Bidang EBTKE
500.10.16.4 EvaluasiProgramKerja
Bina Program Tenaga Listrik

500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen
gant/hibah/loan agree!3ent luar negeri, Monitoring loan
pembangunan infrastruliflrr penyediaan tenaga listrik, Laporan
penangan€rn permasalahan infrastruktur penyedianrr tenaga listrik,
Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)

500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik
perdesaan, Data rasio elektritrkasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD),
Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat
tidak mampu)

50O.10-17.3 DatadanlnformasiKetenagalistrikan
Bina Usaha Ketenagalist-ikan
500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanar izin usaha

penyediaan tenaga listrik (IO, IUPLS, dan IUPL), Bimbingan Usaha
Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izinl

5O0.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik
50O.1O.18-3 Hubungankomersialtenagalistrik
500.10.18.4 Perlindungan konsumen listdk (antara lain: Penanganan pengaduan

konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan
tenaga listrik, Dokumen Eva-luasi realisasi tingkat mutu pelayanan
tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat
mutu pelayanan PT PLN (Persero)

Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

500.10.19.2 Pen5napan koEpetensi dan pengawasan tenaga teknjk
ketenagalistrikan



500.10.20 Sertifikasi
500.10.20.1

500.10.20.2

500.10.20.3

s00.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan (arttara lain: Dokumen Izin Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik [UJP/|L), Dokumen Izin Pemanfaatan
Jaringar Tenaga Listdk untuk Kepentingan Telematika (IPJ
Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

500. 10.19.4

Dokuaren Sertifrkasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik

Dokumen Penunjukan kmbaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) lnstalasi Tenaga
Listrik

500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifrkat laik operasi (SLO)
instalasi tenaga listdk

500.10.20.5 RegistrasiSertilikasi
Akreditasi Ketenagalistrikan
Standa.risasi Kompetensi
Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistxikan
50O. 10.23. 1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
5OO.LO.23.2 Forum konsensus ranczrngan SNI bidang ketenagalistrikan
500.10.23.3 Program pemberlakuan SM wajib bidang ketenagalistrikan
5OO.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
50O. 10-24. I Klasifikasi usaia penunjang ketenagalistrikan
5OO.1O.24.2 Kualifikasiusaha penunjang ketenagalistrikan
5OO.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (l€mbaga Inspeksi Telmis)
5OO.10.24.4 laporan berkala pemegang penunjukan LIT
50O.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukal

Bina Program Mineral dal Batubara

5OO.10.25-1 Penyiapan dan Perencanaan Progra,m Mineral dan Batubara
5OO.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara
500.10.25-3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidalg Mineral dan Batubara

5OO.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral

dan Batubara melalui letang reguler

5O0.10.25.7 Data dan Infonnasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
Pembinaan Pengusahaa! Mineral
500.10.26.1 Ketenagakerjaan
500.10.26.2 Pemberdayaanmasyarakat sekitartambang
50O. 10-26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
5OO. 10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambalgan mineral
50O. 10-26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (loga.m, bukan logam

batuan, radioalrtif, dan mineral jarang)
500.10.26.7 Perizinan usahapertambanganmineral
5OO.10.26.8 Kontrak Karya (KK)

500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)

5OO. 10.26. 1 0 Persetujuan Obyek Vita.l Nasional (OBVITNAS)

500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan
mineral

500.10.26.12 Teguran kepada pengusalEn Kontrak Karya (KK)

500.iO.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha p€rtambangan
mineral

500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan
awal sampul dengan rancangan akhir

5OO. 10.26. 1 5 Pelaporan usaha pertambangan mineral
5OO. 10.26. 16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
500.10.26.17 Penerbitan sertifi.kat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Mineral
Pembinaan Pergu sattaan Batubara

500.1o.21
500.10.22
500.10.23

500.10.24

500.10.25

500. r0.26

500.10.27

Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen
forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen
pelaksaraan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan,
laporan pembinaan dal pengawasan lingkungan, Dokumen
perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)



500. 10.27.1
500.to.27.2
soo.10.27.3
500.to.27.4
500.10.27.5
500.10.27.6

soo.10.27.7
500.10.27.8
500.10.27.9

Ketenagakerjaan
Pemberdayaan masyarakat sekitar ta-Exbang

Penyelesaian perselisihal usaha pertambangan batubara
Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
Ia.poran /data kegiatan eksplorasi batubara
Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat,
batuan aspal, batubaia dan gambut) arltara lain: Laporan Produksi
dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak
Penjualan Pertambangan Batuba-ra

Perizinan Usaha Pertam bangan Batubara
Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

Pengelolaan Barang Perjanjial Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
antara lain: Persetujuan Pengadaar Barang Modal (Masterlist) PKP2B
hingga Data Asset Perusahaan Batubara
Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan
Perjanjian Karya Pengusahaar Batubara (PKP2B)

Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karjra Pengusahaan Batubara
(PKP2B)
Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha p€rtambangan
batubara

s00.10.27. 10

500.10.27. 1 i

soo.to.27.12

500.10.28

500.10.29

500.10.27. 13

5OO.10.27-14 Pedoman/petunjuk telcris pertambangan mineral termasuk rancangan
awal sampul dengan r€rnqrngan al(hir

5O0. 10.27. 15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
5OO. 10.27. 16 Penghargaan usaha pertambangan batubara
5OO.lO.27.l7 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Us$a Pertambangan

0UP) Batubara
Penerimaan Negara
5O0.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangarl Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI

(Ralcalgal Standar Kompetensi Kefa Nasional Indonesia) antara lain:
Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan
Standar Nasional Indonesia (SNI)

5OO.LO.29.2 Pengawasan Standardisasi
50O. 10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teloeik Tambang
500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara

lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil
Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.10-29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian inst€iasi dan peralatan tambang
(antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)

500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)

5OO.10.29.8 Rekomendasibahankimia
5OO.1O.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

(antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKl)/Rencana Pemantauan Lingkungal (RPL) hingga Surat Penetapan
Jaminal Pasca Tambang)

5OO.1O.29.1O laporan berkala teknik dan lingkungan pertambalgan/ laporan
ta]:unalr pelaksanaan rekbrn2si (antara lain: Laporan Bulanan
Terjadinya Pencemaran (LPLs) hingga Laporai Tahunan Pelaksanaan
Reklamasi)

500.10.29.11 Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan
Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaal Keselematan
Kerja, Dokumen Pengajua-n dal Penilaian Tanda Penghargaan
lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda
Penghargaan Kes€lamatan)

Pengawasan lingkungal pertambangan
Usaha Jasa Mineral dan Batubara
Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara

Rekomendasi Teknis (anta.ra lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis,
Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat
Rekomendasi Teknis)

500. io.29.12
500.10.29.13
500.10.29.14

500.10.29. 15



500.10.30

500.10.31

500.10.32

500.10.33

500.10.34

500.1o.35

500.ro.36

500.10-29.16 Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Pers€tujuan Teknis, Hasil
Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan
Teknis)

5OO.10.29.17 PengawasanTeknis

50o.10.29- 18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batuba-ra
5O0.10.29.19 Pembinaal Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain:

Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungaa
Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)

Prograla Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1 RencanaPenelitiandalPengembalgan
500.10.30.2 Pengembangandaninovasi
500- 1 0.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan

/ replikasi/ prototipe hasil penelitian/
pen gkaj ian / pengemban gan / inovasi

5OO.1O-30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
500.10.30.5 Diseminasi hasil pe nelitian,pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dart teknologi
5OO.10.30.6 Pembinaan penelitian/ Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilrnu

pengetahunan dan teknologi
5OO.1O.30-7 Jaringan Sistem Nasional Penelitia-n, Pengembangan dan Penerapan

ilmu pengetahuan dan teknologi
500-10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangal dan penerapan

ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10-30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangal dan penerapan

il-mu pengetahuan dan teknologi
5O0.10.3O.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKIl

500.10.30.11 Forum komunikasi penelitia-n, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan telxrologi

500. 10-30. 12 Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK

50O.10.30.13 Sertifrkasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
Sarana Litbang
5OO.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
5OO.10.31.2 lag-book Peralatart Survei/ Peralatan Uji Kalibrasi
Afiliasi
5OO.10.32.1 ProyekPercontohan
500.10.32-2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
5OO.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
5OO.IO.32.4 Penyajianlnformasi
Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan

pantai
500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral keLautan
5O0-10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minya} dan Gas Bumi
50O.10.34.1 TelnologiEksplorasi
500.10.34.2 TeknologiEksploitasi
500.10.34.3 Laboratorium
5OO.10.34.4 Study
5O0.10.34.5 TeknologiProses
500.10.34.6 TeknologiAplikasiProduk
5OO.10-34.7 TeknologiGas
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
5OO.10.35. 1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
5OO. 10.35.2 Telmologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
Penelitian dan Pengembangan KeGnagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
5OO.10.36.1 Ener€ibaruterbarukan
500.i0.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
500-10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik

Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

5q).11 PEREI'BUIGAII
5O0.11.1 Kebtakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

5OO.11.2 Jaringaa Prasarana dan Pelayanan
5O0.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang



500.11.3

500.11.4

500.11.5

500.11.6

500.11.7

500.11.8

500.11.9

5@.11.10

500.11.11

500.11.12

500.11.13

5OO.17.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C

5O0. 11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
500-11.2.4 Standar pelayananminimal pengoperasian terminal
500.1 1.2.5 Jaringan trayek arrgkutarr antar kota/provinsi
5OO.11-2.6 Jaringan lintas pada jaringar jalar primer
5OO.7L.2.7 Penetapan kelas jalan primer
5O0-11-2.8 Kualifikasiteknispetugasterminal
50O.11.2.9 Jaringartransportasijalartsekunder
Pengembangan Transportasi Jalan
5OO.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
50O.11-3.2 Pengembangantransportasijalan
Pengujian Kendaraan Bermotor
5OO.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
5OO. 1 1.4.2 SertiEkasi uji tipe kendaraan bermotor
500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
5O0.11.4.4 Alqeditasi unit pengujian kendaraan bernotor
Teknologi Kendaraan Berrnotor
5OO.11.5.1 SertiEkasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
5OO.11.5.3 Persyaratan telcris dan lrikjalan kendaraan berEotor
50O.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
5OO.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
5O0.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
Perlengkapan Jalan
500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalaa
5OO.71.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
500.11.7.3 Alqeditasiunitp€nimbangankendaraanbermotor
500.11.7.4 Kualihkasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan

jalan di jalan nasional
Angkutan Penumpalg
500.11.8-1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
5OO.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
500.11.8.3 lzin trayek antar kota antar provinsi
500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpalg tidak

dalam trayek yang wi.layah pelayanalnya b€rsifat lintas batas negara
& antar kota / provinsi

50O. 1 1.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umun
500-11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
500.11.8.7 Angkutanperintis
500.11.8.8 Penghargaanperusahaanangkutanumum
Angkut€n Barang
50O.11-9.1 Sistem informasi dal komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
500.11.9.2 Tarifangkut n barang
5OO. 1 1.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
500. 1 1.9.4 Pembinaan angkutar barang
50O.11-9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
Monitoring Operasional
500.1 1.10.1 Pengendalian operasional LaIu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap

pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi
kewenangal

5OO.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
50O.1 1.11.1 Pedoman Teknis
500.11.11-2 Penyidikan pelanggaran LrIu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.11.3 BimtekPPNS
500.11.1f.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentiar Penyidik Pegawai Negeri

Sipit (PPNS)
Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Suagai, Danau dan
Penyeberangan

500,11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberalgan
500.11-12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, &

penyeberangan
Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sulgai, Danau dan Penyeberangan



500.11.14

500.11.15

500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringal transportasi sungai, dalau
dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan
angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangal

Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dalr Penyeberangan

500.11.15.1 Perawatan darr pemeliharaan sarana sungai, danau dan
penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai da,I danau dalau
dan penyeberangan

Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
5OO.11.16.1 Perencalaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan

penyeberangan
5OO.f 1.16.2 Pemberian sertfikasi pelabuhan penyeberangan
500.11.16.3 Rekomendasi penetapan tokasi pelabuhan penyeberangan di lintas

nasional darr internasional
5OO.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, Ircrawatan dal perbaikan pelabuhal

sungai, danau dan penyeberangan
Kualihkasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
5OO.11.18.1 Manajemen lalu lintas
500. I 1.18.2 Tata cara berlalu linta.s di sungai, danau darr penyeberangan
5o0-11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidaag lalu lintas dan angkutan sungai &

danau
500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dalr danau da.rl pejabat pemberangkatan

angkutan sungai dan danau
Alur dalt Perambuan Lalu Lintas Sulgai, Danau dan Penyeberangan
500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan

penyeberangan
500.1 1. 19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberalgan
50O.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, dalau dan penyeberangan
5OO.11.2O.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan

intemasional
Tarif dan Keperintisan
500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan

sungai, danau dan penyeberalgarr
5OO.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
Bina Sistem Tralsportasi Perkotaan
5OO.11.22.1 JaringanTransportasi Perkotaan
50,0.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan

daratan
500.11,22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan F,erkotaan yang melebihi satu

wilayah administrasi provinsi
l,alu Lintas Perkotaan
50O. 1 1.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
50O.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam

kawasal perkotaan
50O.1 1.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
Angkutan Perkotaan
500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalaE trayek
5OO.11.24.2 Jaringantrayekperkotaan
500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan

dalam trayek yang wilayah p€layanannya melebihi satu wi.layalr
admini s trasi provinsi

Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
50O. 1 1-25. 1 Penyelenggaraan anglrutan perkotaan dalam tmyek untuk angkutan

penumpang dan atau barang
500.1 1.25.2 Pengadua-n moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar

simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan
perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25.3 Penentua! dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan
dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi s,atu wilayah
administrasi provinsi

Dampak Transportasi Perkotaan
500-11.26-1 Penyelenggarasn transportasi perkotaan berwawasan lingkungarr
500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
5OO.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

500.11.16

500.1 1. 19

500.1 1.20

500.1 1.21

500.t1.22

500.11.23

500.11.24

500.1 1.25

500.1 1.26

500.11.17

500.11.18



500.1 1.27

500, 1 1.28

500.1 1.29

500.1 1.30

500.11.31

500. I 1.32

500. I 1.33 Parkir
500.11.33.1
s00. r 1.33.2
500.11.33.3

500.11-26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasiona.l dalam
kawasan kota

500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalaa nasional dalam
kawasan perkotaan

50O.1 1.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
Monitoring darr Eva-luasi Manajemen Keselamatan
5OO. 1 1.27. I Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
5OO.11.27.2 Kualifrkasiunitpengkajian
500.11.27.3 Pengembalgan sistem informasi manajemen keselamatan la-lu lintas

dan angkutan jafan, sungai, danau dan penyeberangan
Pengembangan Kesel,araatan
500.11.28.1 Progra.E keselaBatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau,

dan penyeberangan
50,0.11.28-2 Harmonisasikebijakarr
Promosi dan Kemitraan Keselamatan
500.11.29.1 Promosi Kesela,oxatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi

keselamatan lalu lintas dan angkutsn jalan, sungai, danau dan
penyeberangan

500.11.29-2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang
kesela-Eatan l,alu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan
penyeberangan

Bina Keselamatan Angkutan Umum
500.11.30.1 Keselamatan PengusalaanAngkutanUmum
500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum darl awak kapal sungai dan

danau
Audit Kes€Lamatan
500,1 1.31.1 Pedoman audit kes€lamatan sarana, prasarErna, sumber daya manusia

500.11.31.2 ldenti.fikasi daera.h rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi
jalan darl sungai, danau dan p€nyeberangan

50O. 1 1 .31.3 Audit faktor keselamat€n lalu lintas dan angkutan ja-lan, sungai,
dalau dan penyeberalgal serta laik fungsi jalan

Inspeksi Keselamat n
500.11.32.1 Pedomankeselamatan
500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya malusia, dan

peLaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.32-3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik
fungsi jalan

Surat Tugas Juru Parkir
Izin tempat khusus parkir swasta
Surat T\rgas TKP Pemerintah

5q).12 KOUI'IIITASI DAIT IIT\oRUA, XA
500.12.1 Kebijakal di bidang Komunikasi dal Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah

Daera.L

5OO.72-2 Telekomunikasi
5OO-12.2.1 LayananJaringanTelekomunikasi
5OO.12.2.2 LayananJasaTelekomunikasi
500.12.2.3 PenomoranTelekomunikasidanlnformatika
5OQ.12.2.4 KelayalanSistemTelekomunikasi

5OO.12.3 Penlaran
50O.12.3.1 Pemetaan PenJrelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi

5OO.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
50O.12-4.1 TelekomunikasiKhususPemerintahDaerah
5OO.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
500- 12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
5OO.12.4.4 Pel,ayananKewajibanUniversal
50O.12-4.5 Pengembanganlnfrastruldur

500.f2.5 Pengendalianlnformatika
50O-12.5-1 Monitoringdan Evaluasi JaringanTelekomunikasi
500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
500-12.5-3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500.12.5.4 PencegahandanPenertiban

500.12.6 e- GoYernment
5OO.12.6.1 TataKelolae-Government
500-12.6-2 Teknologidanlnfrastru.kure-Government
500.12.6.3 Interoperabilitasdan InterkoneLtivitase-Governnent



5o0-12.7

500.12.8

500.12.9

500.12.10

500.12.11

fio.12.12

500.12.13

so.12.14

500.12.15

500.12.16

500.12.17

500.12.18

500.12.19

500.12.6.4 AplikasiLayananKepemerintahan
500. 12.6.5 Aplik2si layanan Publik
e- Business
50O.12-7.1 Tata Kelola e-Business
5OO.12.7.2 Teknologi danlnfrastrukture-Business
5OO.12.7.3 lnteroperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
5OO.12,7 .4 Aplikasi Layanan e-Busniness
Pemberdayaan Informatika Masyarakat
5OO.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
5OO.12.8.2 Pemberdayaan lnformatika Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Industri lnformatika
500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanarr Aplikasi Informatika
500-12.9.2 IndustriPerangkatlnformatikaPengguna
500.12.9.3 IndustriPerangkatLunak
500.12.9.4 IndustriKontenMultimedia
Keamanan Inforrnasi
500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
500.12- 1O.2 Tekrologi Keamanar lnformasi
500.12-10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
5OO.12.1O.4 PenyidikandanPenindakan
500.12.fo-S BudayaKeamanarllnformasi
Komunikasi Publik
5OO.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.11.2 PengelolaanOpiniPublik
500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
Pengolahan dan Penyediaan Informasi
500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
5OO.12.12.2 Informasi Perekonomian
500.12-12.3 Inforrnasi Kesejahteraan Ralyat
Pengelolaan Media Publik
500.12.13.1 MediaCeta.k
5O0.12.13.2 MediaOnline
500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
Kemitraan Komunikasi
5O0.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dal kmbaga Negara
500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
50O.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyara-katan dan Profesi
Infrastruktur InforEatika
500.12.15.1 Jaringan
50O.12.15.2 PirantiTeknologi lnformatika
500-12-15.3 Kea.manan Informatika
Sistem dan Data
50O.12.16.1 Portal dan Konten
500.12,16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
500.12.16-3 PengembanganAplikasi
Pusat KerjasaEa
500.12.17.1 Kerja Sama daerah
5OO.l2.l7 .2 Kerja Sama Bilateral
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1 Pelayananlnforrnasi
500.12.18.2 HubunganMasyarakat
500. t 2. 18.3 Bimbingan Teknis
Evaluasi

5OO,13 PARIWIAATA DAN EKOIIOM TREA'TIT
5OO.13.1 Kebllakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
50O.13.2.1 PerancanganDestinasidanlnvestasi Pariwisata
500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2-3 IndustriPariwisata
500.13.2.4 Pemberdayaan Masyaral<at Destinasi Pariwisata
50O.13-2.5 Pengembalgan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
Pemasaran Pa.ris'isata

500-13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
5OO.13-3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri

500.13.3



500.14 grATISTn
500.14. 1

500.14.2

500.13.4

500.13.s

500_ 13_6

500.14.3

500.14.4

500.14.5

5O0-13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
5OO.13.3.4 Pencitraanlndonesia
Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
5oo.13.4.1 PengembanganindustriPerfrlman
50O.13-4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
50O.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPrEK
50o.13.5.1 Pengembalgan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
5OO.13.5.2 Desain dan Arsiteldur
50O.13.5.3 KerjasamadanFasilitasi
Pengembalgan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.1 Penelitiandan Pengembangan Kebljakao Kepariwisataan
5OO.f3.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijalan Ekonomi Kreatif
500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4 KompetensiKepariwisataandan EkonomiKreatif

Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Sensus Penduduk, Pertardan, dan Ekonomi
5OO.14.2.1 Perenc€naan
5OO.14.2.2 Persiapan (antara lain; Penjrusunan rancangan organisasi keglatan

sensus, Penyusunan Kuesioner, PenJrusunan konsep dan dellnisi,
PenJrusunan metodologi (cakupal, organisasi, Lapangan, ukuran
statistik, prosedur), Penyusunan buku pedomal (pencacahan,
pengawasan, pengolahan), Pen5msunan peta wilayah kerja dan muatan
peta wilayah, Penrusunan pedoman sosialisasi, Sosia-lisasi kegiatan
kepada stakeholder dan sumber data (leallet, poster, pertemuan),
Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan
pelatihan instrukhrr (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas,
Pen)rusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data
entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahal, Perancalgan tabel,
Pelaksanaan Ujicoba

50O.14.2.3 PelaksanaanLapangan
500.14.2.4 Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen

(penerimaal/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan
dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri,
scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabuLasi, l-a.poral konsistensi
tabulasi)

50O.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
500.14.2.6 Diseminasihasilsensus
Survei
5OO.14.3.1 Perencanaan
5OO.14.3.2 Persiapan
5OO.14.3.3 Pelaksalaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan

sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan l,apangan,
Monitoring kualitas)

500.14.3.4 Pengolahan (antara lain: Pengelolaal dokumen (penerimaan/
pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan
pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner ),
Tabulasi Data, Pemeriksaan tabu.lasi, Laporan konsistensi tabulasi)

5OO.14.3.5 Analisis dan Penyajiaa Hasil Survei (ant ra lain: Pembahasan angka
hasi.l pengolahan, PenJ,'usuna.n angka sementara, Penyusunan angka
tetap, Penlrusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data,
Peny.rsunan publikasi)

5OO.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
Konsolidasil Data Statistik
50O.14.4. I Kompilasi Data
5OO.14.4.2 Analisisdata
500.14.4-3 Peny'usunanPublikasi
Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

5OO. 15 XETETAGAXER^'AfiT
500.15.1 Kebiiakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.15.2 Perencalaal Tenaga Kerja
50O.15.2.1 PerencanaanTenagaKerjaPerusahaanPemerintah
50O.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
Pengembangen Standarisasi Kompetensi
500.f5.3.f PenerapanStandarKompetensi

500.15.3



500.15.4

500.15.5

500.15.6

500.15.7

500.15.8

500.15.9

500.15.10

500.15.11

500.15.12

500.15.13

500.r5.14

500.15.1s

500. r5.16

s0.15.17

50O.15.3-2 Pengembalga.nStandarisasiKonpetensi
500.15.3.3 PenSembangan PrograE Pel,atiharl Ketenagaketjaan
500-15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produldivitas dan Kewirausahaan
50O.15.3.5 Pengembangan Program Pel,atihan KetransEigrasian
Bina tembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
50O.15.4.1 Alreditasi dan Sistem lnformasi Kelembagaan
500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasijitas L€mbaga Pelatihan
5OO.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) L€mbaga Pelatihan
5OO.15-4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar lembaga
Bina Instruhur dan Tenaga Pelatihan
50O. 15.5. 1 Instruktur dan PSM l:mbaga Pelatihan Pemerintah
5OO.15.5.2 InstrukturtembagaPelatihanSwasta
50O.15.5.3 TenagaPelatihan
500.15.5.4 Sistem Informasi Instruknrr, PSM, darr Tenaga Pelatihal
Bina Pemagangan
500-15.6.f PemaganganDalamNegeri
500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
5OO.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4 Promosi dal Jenjang Pemagangan
Produktivitas dan Kewtau sahaan
500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produkivitas dan

Kewirausahaan
50O.15-7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produldivitas
5OO.15.7.3 Pengembalgan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
5OO.15.7.4 PengembanganKewirausahaal
Pengembangan Pasar Kerja
50O.15.8.1 lnformasi Pasar Kerja
50O.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
50O.15.8.3 Bursa Kerja
500.15.8.4 AnalisisJabatan
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
5OO.15.9.1 Antar Kerja
50O.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Ktrusus
5OO.15.9.3 Penprluhal dan Bimbingal Jabatar
50O.15.9.4 PemberdayaanPengantarKerja
Perluasan Kesempatal Keda dan Pengembangan Tenaga Keda Sektor Inforual
5OO.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
5OO.15.10.2 PengembanganPadatKarya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
50O.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingaa dan Kerjasama Antar Lembaga
Standardisasi Profesi
500-15.11.1 Sistem lnformasi dan Registrasi
500.15.11.2 PembakuanAkreditasi
Persyaratan Kerja, Kesejal.teraan, dan Analisis Disliriminasi
5OO.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
50O.15.12.2 PerjanjianKerja
5OO.15.12.3 Kesejahteraan Peke{a
5OO.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.13-1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
50O.i5.13.2 Kelembagaal Hubungart Industrial
50O.15.13.3 Pemasyaralatan Hubungalr Industrial
Pengupahan dal Penyelesaian Perselisihal Hubungan Industrial
500-15.14.1 Pengupahan
5OO.15.14.2 JaminaJl Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
5O0.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
50O.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaa-n dan Tenaga Penyelesaiar Perselisihan

Hubungan Industrial
Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1 PengawasanNormaKerja
500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15-16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latiharr Tenaga Kerja
Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
50O.15.17-1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
5O0.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak



s00.15.18

50O.15- 17.3 Kerjasama Lintas Sektora.l
5oo.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
Pengawasan Norma Keselanxatan dan Kesehatan Keia
5OO.15.18.1 Pengawasar Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
50o.15.18-2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan

Kebal<aran
50O.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
5OO.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
5OO.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3

Laporal Hasil Pengawasao Ketenagaaked aan
Bina Penegakan Hukum
500.15.20-1 PemeriksaanNorma Ketenagakerjaan
500-15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500-15.20.4 KerjasamaPenegakanHukum
Pengkajian dan Bimbingan Tekrris Pelayanan Kesela-Eatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5OO.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi

K3
500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
5OO.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan

Kompetensi K3
500.15.22.2 Penyebaduasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
5OO.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangaa SDM dan

Kompetensi K3
500.15.22-4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan

Kompetensi K3
500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengemba-ngal SDM dan

Kompetensi K3
500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi

K3

500.15.19
500.15.20

500. 15.2 i

500.15.22

5@.16 PEIIA'rAUAII UODAI,
5OO.16. I Kebliakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2 PerencanaanPenananalModal

500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumb€r Daya Alam Lainnya
50,0.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
5OO.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
5OO.16.2.4 Perencanaanlnfrastruktur

500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5OO.16.3-1 DeregulasiPenanamanModal
500.16.3.2 PengembanganPotensiDaerah
500.16.3-3 PemberdayaanUsaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.f6.3.5 PemberdayaanUsahaKemitraanUsaha
500.16.3.6 Pemberdayaan UsahaPelayanan Usaha

5OO.16-4 Promosi Penanarnan Modal
500.16.4.1 PengembanganPromosi
50O.16-4,2 AnalisisStrategiPromosi
5O0.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
50O.16-4-4 PromosiSektoral
5OO.16.4.5 FasilitasiPromosiDaerah
500.16.4.6 Paneran dan Sarana Promosi

500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
50O.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
500.16.5.2 Kerja Sarna Regional

500-16-5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Intemasional
500.16.6 Pengendalial Pelaksanaan Penanamal Modal

50O.16.6.1 PemantauanPenanamanModal
50O.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3 BimbinganSosialisasiKetentuanPenanamanModal
500.16.6.4 FasilitasiPenyelesaianMasalah
500.16.6.5 PengawasanPenanamanModal
500.16-6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan PenanamanModal

500.16.7 Pelaya-nanPenanamanModa.l
500.16.7.1 PelayananAPlikasi



Pelayanan Perijinarr
Pelayanan Konsultasi Perijinan
PeLayanan Non Perijinan
Pelayanan Fasilitas

5OO.17 PERTAITAIIAIT

5O0.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
5OO.l7 -2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanatran

500.17.2.1 FasilitasiPengadaalTalah
3OO .17 .2 .2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
3OO.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
5OO.17-2-4 AdvokasidanPengendalian

5O0.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1 PenatagunaanTanah
500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 SengketaTanah
500.17.4-l PengkajiandanPenangananSengketa
5OO.17.4-2 AdvokasidanPengendalian

5q,.1A TRAf,S IGRAAI
500.18. 1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
5O0.18.2 PenyediaanTanahTransmigrasi

500.18.2.1 FasilitasiPengadaanTanah
500.18.2.2 PengurusankgalitasTanah
50O.18.2.3 DokumentasiPertanahan
50O.18.2.4 AdvokasiPertanahan

5OO.18.3 PembangunanPemukiman danlnfrastrukturKawasanTransmigrasi
500.18.3.1 PenyiapanLahan
50O.18.3.2 PenyiapanSarana
500.18.3-3 PenyiapanPrasarana
50O.18.3.4 EvaluasiKelayakanPermukiman

500-18.4 Fasilitasi PenempatanTransmigrasi
500.18.4.1 PenyiapanCalonTransmigrasi
50O.18.4-2 PenyiapanPerpindahan
500.18.4.3 PelaksanaanPerpindahan
500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi

500.f8.5 PartisipasiMasya::akat
500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
50O.18.5.2 KerjasamaKelembagaan
500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
500.18.5.4 Pelayananlnvestasi

5OO.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyaral€tdan KawasanTransmigrasi
500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
5OO.18.6.3 PerencanaanPengembalgalKawasan
50O.18-6.4 PerencanaanPengembalganMasyarakat
50O.18.6.5 Perenc€naan Pengembangan PusatPertumbuhan

5OO.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
5O0.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
50O.18.7.2 FasilitasSosialBudaya
500.18.7.3 PengembaagaaKelembagaarr
500.18.7.4 Bina Pendampingan MasyarakatTlansmigrasi

500.18.8 PengembanganUsaha
500.18.8.f Kewirausahaan
500.18.8.2 Produksi
5OO.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4 kmbaga Ekonomi dan permodalan

5o0.18.9 Pengembangan Sarana darl Prasarana Kawasan
500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dal Prasarana
500.18.9.2 PengembanganSarana
500.18.9.3 PengembanganPrasarana
500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan
500.18-lO-1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.1O.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi

500.16.7.2
500.16.7.3
500.16.7.4
500. r6.7.5



60()

5OO.18-10.4 EvaluasiPerkembangan PusatPertumbuhan

PEBTR.'AAIT I'UUU DAII XEIF;rAOAAT
60(,.1 PtrER.rAAr UUUU

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.l.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

600.1-2-l PerencanaanWilayahSungai
600.7.2.2 Kelembagaan
600.1.2-3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
600.1.2.4 Hi&ologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.2.5 PengaturandanPemantauan

600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600. 1.3, I Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.3.2 ManajemenMutu
600. 1.3-3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
600.1.3.4 KeterpaduanPemrograman

600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1 Pengelol,aan Sungai dan Pantai
600.l -4.2 Pengelol,aal Irigasi darr Rawa
600.1.4.3 Pengelolaa! Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.l-4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600.1-5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana tokal Lingkup Nasiona!
600.1.6.1 Perenc€naanPengendalianLumpurSidoarjo
600.1.6.2 PemrogramanPengendalianLumpurSidoarjo
600.1.6.3 PelalsaiaanPengendalianLumpurSidoarjo
600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat

Lumpur Sidoarjo
600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

60,0.l-7 PengembanganJaringanJalan
600.1.7.1 KeterpaduanPerencanaan
6OO.L.7.2 Sistem Jaringsn Jalan
600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan

600.1-8 PembangunanJalan
600.1.8.1 Standar dan Pedoman
600.1.8.2 ManajemenKonstruksi
600.1.8.3 PengelolaanGedomerik,Perkerasan,danDrainage
600.1-8-4 Pengelolaan Geotelcrik dan Manajemen Lereng

600.1.9 PreservasiJalan
600.1.9.1 Standar dan Pedoman
600.1.9.2 PerencanaanTeloris
600.1.9.3 TeknikRekonstruksi
600.1.9.4 TeknikPemeliharaanJalan

600-1.10 PengelolaanJembatan
600.1.10.1 Standar dan Pedoman
600-1.1O.2 PerencanaanTelsfs
600.1.fO.3 TekrihJembatan
600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus

600.1.1 1 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah

600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
600. 1- 1 1.2 Pengembangan Jalan Metmpolitan dan Kota Besar
600.1.11.3 Pembinaar Teknik Jalan Bebas Hambatan

600.1-12 Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol
6OO.L.|2-2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
600-1.12-4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol

600.1.13 KeterpaduanlntastrulturPermukiman
600.1.13-1 Keterpaduan PerencanaandanKemitraan
600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pel,aksanaan

600.1.14 PengembanganKawasanPermukiman
600.1.14.1 PerencanaanTeknis



600. 1. 15

600.1.16

600.1.17

600. 1.18

600.2.6

6OO.L.14.2 Kawasan PermukimanPerkotaan
600.1.14.3 KawasanPermukiEanPedesaan
600.1-14.4 KawasanPermukimarKhusus
600.1.14.5 Kelembagaan
Pembinaan Penataan Bangunan
600.1.15.1 PerencanaanTeknis
600-1.15.2 PenataanBangunanGedung
600.1.15.3 PengelolaanRumahNegara
600-1.15-4 Penataan Balgunan dan Lingkungal Khusus
600.1.15.5 Kelembagaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.1 PerencanaanTelqris
600.1.16-2 Sistem Penyediaaa Air Minum Perkotaan
600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
600.1.16.5 Kelembagaan
600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1 PerencalaanTeknis
600.l.17 -2 Pengelolaal Air Limbah
600.1.17.3 PengelolaarPersampahan
600.l-17-4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1.17.5 Kelembagaan
600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
Pemantauan dan Evaluasi

@O.2 PERI'UAIIAIT RAJSAT DAIT XAWASA,r PEUTNSUA-r
600.2-l Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimal yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaal Perumahan
600.2.2.1 KeterpaduanPerencanaan
600-2.2.2 SEategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahal
600-2-2-3 Kemitraan
Pola Pembiayaan Perumatran
600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Milco Perumahan
600.2-3.3 PolalnvestasiPerumahan
Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
6OO.2.4-L SumberPembiayaanPrimer
600.2.4.2 SumberPembiayaanSekunder
600.2-4.3 Sumber Tabungan Peruma}Ian dan Pembiayaal Lainnya
600-2.4-4 SistemPembiayaanPerumahan
600.2.4.5 PengelolaanDanaPembiayaanPerumahan
Perencanaan Penyediaan Perumahan
600.2.5.1 KeterpaduanPerencanaan
600.2.5.2 AnalisaTeknik
600.2.5.3 RencanaPengembanganLingkulganHunian
600.2.5.4 KemitraandanKelembagaan
Penyediaal Rumal Susun
600.2.6.1 PerencanaanTeknik
600.2.6.2 Penyediaan
600.2.6.3 Penghunian,Penga.lihal,danPemalfaatan
600.2.6.4 Pengelolaan
Penyediaan Rumah Ktrusus
600-2.7.1 PerencanaanTeknik
600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
600.2-7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
600.2.7.4 PenyelenggaraanBantuanRumahSwadaya
600.2.7.5 PerencanaanTeknik
600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak t"ayak Huni
600.2.7 .7 Pelaksanaal Bantuan Simultan
Penyediaaa Rumah Umum dan Komersial
600.2.8.1 Perenc.anaanTeknik
6OO.2.a.2 Pemberial Bantuan Rumah Umum
600.2.8.3 FaeilitasiHunianBerimbang

600.2.3

600.2.4

600.2.5

600.2.7

600.2.8



600.2.9

600.2.10

600.2.1 1

600.2.t2

600.2.13

600.2.14

600.2.15

600.2.t6

600.2.t7

600.2.18

600.2.t9

600-2-4.4 FasilitasiPenyediaanLahanPerumallan
Investasi Infrastruktur
600.2.9.1 Pel,alsanaalKebijakanlnvestasilnfrastruktur
600.2-9.2 Sid<ronisasilnvestasilnfrastruktur
600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
600.2.9.4 Pasarlnfrastruktur
Penye lenggaraan Jasa Konstruksi
600.2.10.1 SistemPenyelenggaraan
600-2-L0-2 KontrakKonstruksi
600.2.1O.3 KonstruksiBerkelanjutan
600.2.10.4 ManajemenMutu
Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
600.2.11-1 Kelembagaan
600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
6OO.2.12.L Startdar dan Materi Kompetensi
600-2-12-2 PenerapanKompetensi
600-2-12-3 PengembanganProfesiJasaKonstruksi
6OO.2-L2.4 PengembangaaProduLtivitas
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1 PeningkatanKefasama
600.2.13.2 PemberdayaanJasaKonstruksi
Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
6OO.2.f4.2 Pelal<sanaalPengendalianMutu
Penerapan Teknologi Konstruksi
600-2.15.1 Koordinasi, Sinlronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi

Konstruksi
6OO.2.L5.2 PengembanganMateri
600.2.15.3 PendayagunaanMaterialdan PeralatanKonstruksi
Rencana Pengembangan Infrastrulirfi.rr Pekedaan Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.16.1 AntarSeldor
600-2-16-2 AntarWilayah
Pen gembangan Kawasan Strategis
600-2.17.t KeterpaduanlnfrastruliiturKawasan Strategis
600.2.17.2 PengembanganlnfrastruliiturAntarkawasanStrategis
Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastrukflrr Kawasan Metropolitan
6OO.2.1a.2 Pengembangan Infrastrukur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan

600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan

600.2.18.5 Sinl<ronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruhur Perumahan
Ra-lryat (PUPR)

Pemantauan dart Evaluasi

600.3 TATA RUATG |TATA ITOTAI
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah

600.3.2 Perencanaan
600.3.2. 1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (}(I/R!$
600-3.2-2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis KabuPaten
600.3-2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (K[BL)

600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3-2.6 Rencala Teknis Prasarana Kota
60C.3-2-7 Rencala Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas

Prasarana Kota
600.3.3 PemanfaatandalrPengendalian

600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2 ljin Penanfaatan Ruang
600-3.3-3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan
600-3.4.1 Peta Dasar
600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara



60().4 LtrTGKI'ITGAIT IIIDI'P
600.4.1 Kebijakan di bidarg Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapal ekoregion, dan rencana p€dindungan dan
pengelolaan Lingkungan

600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3 Penerapan Kebljakan Wilayah dan Selrtor

600.4.3.1 EvaluaaiPenerapan
600.4.3.2 PerencanaanLingkunganHidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungaa
600.4.5 Dampak Lingkungan

600.4.5.1 BimtekDarnpal(Lingkungan
600.4.5.2 Penerapan sistem kebiiakan Dampak lingkungan
600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak L€njut

600.4,6 Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1 Manufalshrr Prasarana dan Jasa
600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak

60,0.4.7 Evaluasi dan Pengembangat
600.4-7-l Manufakt:r, Prasarana dan Jasa
600-4-7 -2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.7 -4 Udara Sumber Bergerak

600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendelian Kerusakan Lahan
600.4.8.1 Pengembangan
600.4.8.2 Pemanfaatan
600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600.4.8.4 Keamanan Hayati
600.4.8.5 PengendaliankerusakanLahan

600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600.4-9.1 KerusakanEkosistem
600.4.9.2 Rawa

600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
600.4.10.1 PerangkatEitigasi
600-4-10-2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
600.4-10.4 Pengendalian Kerusa-kan Akibat Kebal<aran Hutan dan Lahan

600.4.1 1 Adaptasi Perubahan lklim
600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan lklim (antara lain: Pengembangan

perangkat Adaptasi Perubahan lklim, Pemantauan dan Evaluasi
Adaptasi Perusahaan Iklim)

600.4.t2
6OO.4.1L.2 KerentananPerubahanlklim
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
6OO.4.L2.1 RegistrasidanNotifikasi
600.4.12.2 Penantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.72.3 Evaluasi dan Tindak lanjut
Verifrkasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
600.4-13.1 Pengumpulardanpemanfaatan
600.4.13.2 PengangkutandanPengolahan
600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
600.4.13.4 Notifi.kasi dan Rekomendasi Limbah Lirltas batas
Pengelolaan Limbah El3 dan Pemulihal Kontaminasi Limbah 83
600.4.14.1 Pemantauan
600-4.14.2 Tanggap da!'urat dan pemelihaa Kontaminasi
PengeloLaan Sampah
600.4.15.1 Pembatasansampah
600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
600.4.15-3 Pembentul<anDewanAdipura
600.4.15.4 Penetapanpemenangadipura
Hukum Administrasi Lingkungan
600.4.16.1 Pengelolaandanpengembarganpengaduan
600.4.16-2 Penataan hukum administrasilingkungan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
600.4.17-1 PenyelesaiansengketaMelaluiPengadilan

600.4.13

600.4.14

600.4. r5

600.4.16

600.4.17



600.4. t8

600.4.19

600.4.20

600.4.21

600.4.22

600.4.23

600.4.24

600.4.25

600.4.26

600-4.17-2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
Penegakan hukum pidana lingkungan
600.4.18.1 Penyidikan
600.4.1A.2 Koordinasi penuntutart, evaluasi, dan tindak lanjut
600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS

Komunikasi Lingkungan
600.4.19.1 PengembanganKomunikasi
600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
Penguatafl lnisiatif Masyarakat
600.4.20.1 KomunitasPendidikanLingkungan
60,0.4.20-2 KearifanLingkungan
Peningkatan Peran Masyarakat
600-4.21- 1 Masya.ralat Perkotaan
600.4.21.2 Masyaral€tPedesaan
Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1 OrganisasiSosialMasyarakat
600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1 PengeloLaanData
600.4.23.2 Pengelol,aanlnfonnasi
600.4.23.3 PengembanganPerangkatLunak
600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
Kelembagaan Lingkungan
600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.24.2 Fasilitasi StandarPelayanan Mirfmal
Standarisasi dan teknologi
600-4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahian dan Lembaga Penyedia Jasa

Lingkulgan
600.4.25.3 TeknologiRamahLingkungan
Pusst Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600,4.26.1 Pemarttauan dan Ihjian Kualitas Llngkungan
60,0.4-26-2 Laboratorium Rujukandan Pengujian

700 PE GATAAAIT
7q,,1 PEIIGAWASAITIXTERITAL

700.1.1 RencanaPengawasan
700.1.1.1 RencanaStrategisPengawasan
7OO.l.l.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
7OO.1.1.3 RencanaKinerjaTatrunan
7OO.l.L.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
7OO.f.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah

7OO.l.2 PelaksanaanPengawasan
7OO,l.2.l Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), laporan

Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE),
Laporan Akurtan (LA), t^aporan Auditor Independen (LAI) yang
memerlukan tindak lanjut (TL)

7OO.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak
Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

7OO.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang menga-ndung unsur Tindak
Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut

7OO.1.2.4 Laporal Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
7OO.1.2.5 Laporan Pemut ldriran Data Tindak l,anjut Temuan
700.1.2.6 Laporan Perkembalgan Barang Milik Negara
7OO.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
7OO,|.2,A Laporan Kegiatan Pendampingan Penjrusunan Laporarr Keualgan dan

Review
7OO.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

KEPEGAWAIAIY
8OO.1 AI'UBER DAYA UAITUSIA

800.1.1 Pen5msunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan

penlrusunan rencana kebutuhal, Analisis Kebutuhan, Pengolahan
Data Kebutuhan)

800



800. 1.2

800.1.3

800. i.4

800. 1.5

800.1.6

800. 1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis
penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan
dinas)

800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4 Standarisasi Jabatan (antara lain; Inforrnasi Jabatan, Kompetensi

Jabatan, Klasifrkasi Jabatan)

Formasi dan Pengadaan Pegawai
aOO.1-2.1 Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi

kepada Menpan RB dan Kepa-la BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan
Formasi, Penetapan Formasi Khusus)

800. 1.2.2 Proses Rekrutmen/ Pengadaan ASN (arrtara Lain: Proses Rekrutmen
ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)

8O0.1.2.3 PengumumanKelulusanASN
800- 1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5 PengangkatanASN
800.1.2-6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
AOO.\.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
80O.1.2.8 FasilitasiPenyelenggaraanSeleksiASN
Mutasi Pegawai
8OO. 1.3. 1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja,

Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar
Perwakilaa, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara,
Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN

800.1.3.2 KenaikanPangkat/Golongan/Jabatan
8OO.1.3.3 Pengangkatan dan PemberhentianJabatan Struhural/Fungsional
8O0.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
800.1.3.5 Peninjauan Masa Keq'a
8O0. 1.3.6 Badan Pertimbangan Jabat€n dan Pangkat (BAPERJAKAT)

Pengembangan Karir
800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magarg/ Ujian

Dinas/ Praktek Kerja di lnstansi lailr/
Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta

8OO.1.4.2 Penyesuaianijazah
8OO.1.4.3 PenlrusunanSistemKarier
8OO.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Keda

800.1.4.5 Arrgka Iftedit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka
Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)

Kinerja Aparatur Sipil Negara
800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dal Standar Kerja
8OO.1.5.2 Pengelolaan Databas€ dan Analisis Sistem Informasi Kine{a
80O.1,5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kineda
Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800. 1.6.1 Kode Etik Pegawai
8O0.1.6.2 Disiplin
800.1.6.3 PemberhentianDenganHormat
8OO. 1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
8O0.1.6.5 Pemberhentiansementara
800.1.6.6 Pensiun ASN (antara lain: Ad,inistrasi pensiun ASN, penetapan

Pensiun ASN, penetapan pertimbangan Telmis pensiun ASN, pensiun
Pejabat Negara da! Janda/ Dudanya)

Bantuan Hukum
Status dan Kedudukan Pegawai
80O.1.8.1 StatusKepegawaian
80O.1.8.2 KedudukarlKepegawaian
800.1.8.3 Keberatanpegawai
800.1.8.4 Perselisihaa/SengketaKepegawaian
Sistem Informasi Kepegawaian
80O.1.9.1 pengolahan Data dar Informasi Kepegawaian
800.1.9.2 pengembanganSistemlnformasiKepegawa.ian
800.1.9.3 pengembangan Sistem pengelolaanarsip Kepegawaian Elelrtonik8OO.1.9.4 Sistem pengeloliaan Arsip Kepegawaial Fisih
Pengawasan dan pengendalian
800.1.10.1 Formasi, pengadaan darr pasca Diktat
8o0.1.1o.2 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian Dalam Jabatan8O0.1.1O.3 Gaji dan Trrnjangan, Kesejahteraan dan Kineqja

800.1.7
800.1.8

800. 1.9

800. 1. 10



800. r.1 1

800. 1.12

800.1.13

800. 1. 14

800-1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

8O0.1.1O.5 taporar Hasil Pengawasan darr Pengendalian
800.1.10.6 Sanggahanterhadap PermasalahanTenagaHonorer
Administrasi Pegawai
8O0.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
E00.1.11.2 Cuti Sakit
80O.1.1 1.3 Cuti Bercalin
8OO.1.11.4 CutiTahunan
80O.1-11.5 Cuti Alasan Penting
8OO.1.11.6 Cuti Besar
8OO.1.1 1.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
8OO.1.1 1.8 Karpeg/ KPE/ Karis/Karsu
8OO.1.11.9 Keanggotaan OrganisasiProfesi/ Kedinasan
80O.1.11.rO Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)

800-1.11-11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)

800.1.11.12 Daftar Urut Kepanskatan [DUK)
800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
Kesej ahteraan Pegawai
80O.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
a0o.l.l2.2 AsuransiPegawai/BPJS
8OO.1.12.3 TabunganPerumahan
8OO.1.12.4 BantuanSosial
8OO.1-12.5 PakaianDinas
800.1.12.6 Layanan Pegawai yalg Meninggal Karena Dinas
AOO.7.12.7 Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9 olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10 RekamMedis
Administrasi Perseorangan
800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

8OO.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

8OO.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
8OO.1-13.4 SekretarisDaerah
800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala Nasional
Penilaian Kompetensi
800.1.14.1 PenilaiarKomlrctensi
8OO.1-14.2 HasilPenilaianKompetensi

800.2 PEXIDIDII(A-r DA.r PEL/TTIEAI
800.2.1 Kebljakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakuka:r oleh Pemerintah daerah
aOO.2.2 Pendidikan dan Pelatihan

AOO.2.2.| Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
4OO.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
4OO.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
8OO.2.2.4 Modul-modul diklat
8OO.2.2.5 Panduan fasilitator
400.2.2.6 Saran/rekomendasipenyelenggaraandiklat
4QO.2.2.7 Notulen sosiatisasi/RapatKoordinasiKebijakan Diklat
AOO-?.2.a Monitoring dan evaluasi progra-rn dan pembinaan diklat
8OO.2.2.9 Konsultasi,advokasi,asistensidiklat

800.2.3 Widyaiswara
8OO.2.3. f Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
aOO-2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 MonitoringdarrevaluasiWidyaiswara
8OO.2-3.4 penilaian Widyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi,advokasidanasistensi Widyaiswara
800.2.3.6 SistemlnformasipembinaanWidvaiswara

AOO.2.4 PenyelensgaraanDiklat
800.2-4.1 perencanaan; pes€rta, pengajar, penjadwalan penyelenggaraan Diklat4OO.2.4.2 penyetenggaraarpenyelenggaraanDiklat
8OO.2-4.3 Konsultasi, advokasi, asistensipenyelenggaraan diklat4OO.2.4.4 pengembangan bahan ajar dan metodologi prembelajaraa800.2.4.5 Sistem informasi diktat
400.2.4.6 Monitoringpenyeleng4araDiklat
8OO.2-4.2 Monitoring dan evaluasi pasca diklat800.2.5 Alumni



9(x) KSUAITGAIT
9(X).1 I(EUAITGAITDAIRAS

9OO.i.1 Rencana Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)

900. 1.2

900.1.1.1 Pen]rusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

900.1.1.2 Penjrusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKASKPD)

900.1.1.3 Penyaopaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwatilan

9OO.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peruba}tarl (RAPBD-P)

Penlrusunan Anggaran
900.1.2.1 MusyawarahRencanaPembangunan (Musrenbang) kecamatan
9OO.1.2.2 MusyawarahRencanaPembangunan(Musrenbang)Kota
900.1.2.3 Ralcalgal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang t€lah

disetujui Selrretsris Daerah
9OO.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Pelaksanaan Anggaran
900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS

9OO.1.3.2 Pendapatan
9OO.1.3.3 Belarja
900.1.3.4 PembiayaanDaerah
900.1.3.5 DokumenPenatausahaanKeuangan
900.1.3.6 PertanggungiawabanPenggunaanDana
900.1.3.7 Daftar Gaji
900.1.3.8 Kartu Gaji
900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

9OO.1.3.10 l,aporanKeuangan
Pinjaman/ Hibah Luar Negeri

900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (Blue Book)

900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

900. 1.3

900. 1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen
sejenisnya
Dokumen Loan Agremeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, L€gal
Opinion, Surat MenlMat dengan I,ender)
Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain:
usulan luncural dana)
Aplikasi Penarikaa Dana BLN berikut lampAannya
Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
Dokumen Rea-lisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain:
Surat Perintah Pencairart Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP,
Kontrak, BA, dan data pendukulg lairrrya.)
Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor)
antara lain : No Objection l€tter (NOL), Project Implementation,
Notification of Contract, With&awal Authorization (WA)

StaII Appraisal Report
Report /Laporan
laporan Hutang Daerah
Completion Report/ Araual Report
Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900. 1.4.4

900. 1.4.5

900.1 .4

900.1.4.6
900. i.4.7
900.1.4.8

900.1.4.9

900.1.4.10
900.1.4.11
900.t.4.t2
900.1.4.13
900.1.4.14

900.1.5
900. 1.6

Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900-1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2 DokumenKebijakanAkuntansi
9O0.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4 Laporal Realisasi Anggaran dan Neraca

Bulanan /Triwulanan / Semesteran
Penyalura! Anggaran T\rgas Pembantuan
900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin proyek/Bagian proyek, Bendahara, atas

Penggunaan Anggaran Kegiatan pembantuan, termasuk Specimen
Tanda Tangan

9OO.1.7.2 Berkas Permintaan pembayaran (Spp) dan lamptannya :(antara lain:
SPP-SPP-Daftar perincian penggunaan SppR_SpDR_L, SPM_LS, SpM_
DU, bilyet giro, SpM Nihil, penagihan/Inyoice, Faktur pajak, Bukti
Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti pendukungnya a.l. : Copy Faktur
Pajak da! Nota Kredit Bank, permintaan pelayanan Jasa/Service
Report dan Berita Acara penyelesaian pekedaan)

9OO.1.7.3 Buku Rekening Bank

900.1.7



900.1.8

9OO-l-7 -4 Keputusan Pembukual Rekening
900.1.7.5 Pembukuaa :rnggar.rn terdiri:(antara lain: Buku Kas Umum (BKU),

Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan
Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan
Rekening Koran)

Penerirnaan Anggaran T\rgas Pembartuan

9OO.1.8.1 Berkas Penerimaal Keuangan Pelaksanaan dan T[gas PeEbantuan
termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

9OO.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PP}: 23, dan PPn
dan Denda KeterLambatan Menyelesaikan Peke{aan

Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain:
Kebijakaa Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu,
Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan
Kontingensi untuk Biaya Prlkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Hlkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan
Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Prlkada dan
Barltuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Barrtuan Pemilu
Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas
Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan
Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan
Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan
Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)

900.1.10 Pelaksalaan Anggaran PILKADA darl Anggaraa Biaya Bantuan Pemi.lu

900.1. 10_ 1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD,
Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Prlkada dan Pemilu

900. 1. 1 1

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembaya-ran Pengadaan Jasa,
Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

9OO.1.10.3 Berkas setor sisa daoa Pilkada/ Pemilu termasuk setor komisi
pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas penyaluran
Biaya Pernils termasuk diantaranya Bukti Tralsfer Bank

90O.1.1O.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional
(PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/pergeseran/Revisinya

Pemeriksaan/Pengawasan Keuangal Daerah
900-1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia atas Laporan Keuangan
90O.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
9OO.1.11.3 LaporanAparat Pemeriksa Fungsional
90O.1.I1.4 DokumenPenyelesaialKerugialDaerah
Anggaral Daerah
900.1.12.1 AnggaranDaerah
9OO.1.12.2 Dukungal Teknis Anggaran Daerah
Pendapatan dan Investasi Daerah
90o.1.13'1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi peta-ksanaan

kebijalan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan
bahan perumusal bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi
daerah, Penyiapan ballal perumusan analisis dan evaluasi,
pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan
perumusan kebijalan fasilitasi pemberian insentif pajat daerah darr
retribusi daera}r)

900.1.13.2 Badan Usaha Mirik Daerah (antara lain: Fas itasi serta bimbingan
teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas selrta
bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non
keuangan, penyiapan pelaksanaal monitoring dan evaluasi -badal
usaha Eailik daerah)

900.1.13.3 Badan layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi
telnis, fasilitasi serta bimbingan teknis, p€mantauan dan evaluasi di
bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan uEum daerah,
Pembinaan pelaksanaan kebljakan, standardisasi teknis, prosedur dan
kriteria, fasilitasi serta bimbingan tekDis penerapan pola pengelolaan
keuangan keuangan badan layanan umum daerah, 

- 
eenyiapanpelaksanaan monitoring dan evaluasi pol,a pengelolaan teu.rrgan

badan layanan umum daerall)

900. 1.12

900.1.13

900. 1.9



900.1.14

900.1.15

9OO.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan
teknis pengelolaan kekayaa-n , Fasilitasi serta bimbingan teknis
investasi daerah, Penlapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengeloLaa-n kekayaan dan investasi daerah)

9O0.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksalaan
kebijalan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau
badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi
daera-h, Fasilitasi pelaksanaar kebijakan dana bergulir yang
bersumber dari APBN, Biobingan teknis obligasi daerah, dana bergulir
serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dal dana bergtrlir,
dan penyertaan modal daerah)

Fasilitasi Dana Perimbangan
90O.1.i4.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antar-a lain: Koordinasi penyiapal data

dasar penghitungal, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi
dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi dana alokasi umum)

900.1.14-2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data
dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan
pelaksanaal monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara tain: Koordinasi
p€nJnapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil
pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil
pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi dana bagi hasil pajak darr sumber daya alam)

90O. 1- 14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer l,a.innya (antara lain:
Sosialisasi dal supewisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan
supervisi dan transfer lainnya, Pelaksalaan monitoring dan evaluasi
dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)

9OO.1.14.5 Dukungan Telads Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan
sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penlapan dukungan teknis
dana perimbangan, Penyiapal data dan informasi untuk pen]'usunan
laporan dana perimbangan)

Pelaksanaan Dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah
900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain:

Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntalsi dan
pertangungiawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangzrn
peraturan daerah pertanggungiawaban keuangan daerah)

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(antara lain: Fasilitasi serta bimbingal teknis di bidang pembinaan
kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan
evaluasi rancangan peraturan daerah p€rtangung,awaban keualgan
daerah)

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain:
Fasfitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaal dan evaluasi
pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancaagan
peraturan daerah pertangunglawaban keuangan daera.l.)

900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain; penyiapan
bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangal daerah, penyiapan
evaluasi rancangar peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan
daerah)

90O.1.15.5 Data Informasi dan pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain:
prenyiapan sinkronisasi kebijakan pelalsanaan pertangungiawaban
pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi urtuk
pen1rusunan laporan pertangunglawaban pelaksanaan keuangan
daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keualgan daerahf
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900.1.14

900.1.15

900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daeral (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan
teknis pengetolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis
investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan kekayaal dan investasi daerah)

900.1.I3.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan
kebiiakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau
badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijalan obligasi
daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan darla bergr.rtir yang
bersumber dari APBN, BimbinSan teknis obligasi daerah, dana bergulir
serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring
darr evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dal dana bergulir,
dan penyertaan modal daerah)

Fasilitasi Dana Perimbangan
900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data

dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi
dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi dana alokasi umum)

9OO-1.14.2 Fasfitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data
dasar. Sosialisasi dal supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan
pelaksanaal monitoring, evaluasi dana alokasi khususl

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak darr Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi
penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil
pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil
pajak dan sumber daya elern, Penfapan pelalsaaaan monitoring darr
evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)

9OO.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain:
Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosia-lisasi dan
supervisi dan transfer lainnya, Pelaksalaan monitoring dan evaluasi
dan otonomi khusus dan dala transfer lainnya)

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitaai Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan
sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis
dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan
Laporan dana perimbangan)

Pelaksanaan Dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah
900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawabar Keuangan Daerah (antara lain:

Fasilitasi serta bimbingan telsris di bidang akuntansi dan
pertangungiawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan
peraturan daerah pertanggungiawaban keuangan daerah)

9OO.1.15.2 Pembinaal Kine{a dart Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan
kinefa da'r kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapal
evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan
daerah)

9OO.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain:
Fasilitasi serta binbingarr teknis di bidang pembinaan dan evaluasi
pengelolaan keuangal daerah, Penyiapan evaluasi rancangan
Ircraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah)

900.1.15.4 l(ajian Kebljakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara Lain; penyiapan
bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan
evaluasi rancangan Feraturan daerah pertanggungjawaban keuangan
daerah)

900.1.15.5 Data lnformasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain:
penyiapan sirrl<ronisasi kebljakan pelaksanaaa pertangungjawaban
pelaksanaan keuangal daerah, penyiapan data dan informasi untuk
penlrusunan Laporan pertangungiawaban pelaksanaan keuangan
daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)
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